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ABSTRAK

PENGARUH INTEGRITAS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH
DAERAH

Oleh

NAFILAH SHOFA AZZAHRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integritas, Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan dana perimbangan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2021-2024. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari
laporan keuangan pemerintah daerah dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Tingkat efisiensi belanja daerah diukur
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), kemudian skor efisiensi
dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Sementara
itu, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah,
sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi belanja
daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah berperan
penting dalam meningkatkan efisiensi belanja, sedangkan ketergantungan terhadap
dana transfer pusat berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan belanja

pemerintah daerah.

Kata Kunci: Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah, Data Envelopment Analysis,
Pendapata Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Integritas, Deesentralisasi

Fiskal, Keagenan



ABSTRACT

THE EFFECT OF INTEGRITY, LOCAL OWN-SOURCE REVENUE, AND
INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS ON THE EFFICIENCY OF LOCAL
GOVERNMENT EXPENDITURE

By

NAFILAH SHOFA AZZAHRA

This study aims to analyze the effect of integrity, Local Own-Source Revenue
(Pendapatan Asli Daerah/PAD), and balancing funds on the efficiency of regional
government expenditure in regencies and cities of Lampung Province during the
period 2021-2024. This research employs a quantitative approach using secondary
data obtained from regional government financial reports and the Integrity
Assessment Survey (Survei Penilaian Integritas/SPI) issued by the Corruption
Eradication Commission (KPK). Expenditure efficiency is measured using the Data
Envelopment Analysis (DEA) method, and the resulting efficiency scores are further
analyzed using multiple linear regression. The results indicate that integrity has no
significant effect on regional expenditure efficiency. Meanwhile, Local Own-Source
Revenue has a positive effect, while balancing funds have a negative effect on
regional expenditure efficiency. These findings suggest that regional fiscal
independence plays an important role in improving expenditure efficiency, whereas

dependence on central government transfers tends to reduce expenditure

efficiency..

Keywords: Efficiency of Local Government Expenditure, Data Envelopment
Analysis, Local Own-Source Revenue (PAD), Intergovernemnetal Transfers,

Integrity, Fiscal Decentralization, Agency Theory
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan
pembangunan lokal dan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu
kewajiban utama adalah pengelolaan keuangan daerah yang efisien agar setiap
rupiah dana publik dapat memberikan manfaat maksimal. Efisiensi belanja
daerah menjadi tolok ukur penting karena menggambarkan sejauh mana dana
publik digunakan secara produktif dan optimal (Siregar & Wibowo, 2023).
Dalam praktiknya, efisiensi belanja daerah mensyaratkan bahwa belanja yang
dikeluarkan harus menghasilkan output dan outcome yang besar dengan
penggunaan input seminimal mungkin (Soraida, 2021).

Dalam konteks Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Dana Perimbangan menjadi sumber daya finansial penting agar pemerintah
daerah dapat melaksanakan kewajibannya tanpa bergantung penuh pada
transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan pendapatan saja
tidak cukup; daerah juga harus memastikan efisiensi dan efektivitas
penggunaan belanja agar tujuan pembangunan tercapai secara optimal.
Seringkali dijumpai fenomena bahwa meskipun realisasi APBD telah tinggi,
kualitas hasil pembangunan atau output pelayanan publik belum memuaskan.
Misalnya, di Kota Makassar, realisasi pendapatan dan belanja daerah mencapai
lebih dari 99 %, namun terdapat penurunan signifikan pada belanja modal dan
ketergantungan tinggi terhadap pajak daerah, yang menunjukkan bahwa
capaian nominal belum mencerminkan efektivitas manajemen keuangan publik
yang menyeluruh (Efektivitas Realisasi Anggaran Publik di Kota Makassar,
2025).

Efisiensi belanja daerah tidak cukup dilihat dari besaran realisasi
anggaran saja; realisasi tinggi belum tentu mencerminkan efisiensi jika dana
tidak menghasilkan hasil yang optimal. (Putri & Darmayanti, 2019)
menegaskan bahwa realisasi di atas 100 % sering kali mengindikasikan

pemborosan atau penggunaan dana yang tidak produktif. Oleh karena itu,



belanja daerah harus dikelola tidak hanya dengan prinsip penyerapan, tetapi
juga prinsip produktivitas dan nilai guna.

Dalam konteks tersebut, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
menjadi landasan penting untuk mewujudkan efisiensi belanja daerah. Prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan integritas sangat berpengaruh dalam
memastikan alokasi anggaran tidak diselewengkan, sehingga efisiensi belanja
dapat dicapai secara berkelanjutan (Hutauruk & Yoyon, 2016). Efisiensi
belanja daerah yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak
hanya “membelanjakan” anggaran, tetapi membelanjakan dengan penuh
pertimbangan terhadap hasil dan dampak sosial-ekonomi. Seiring dengan
tuntutan modernisasi dan peningkatan kapasitas fiskal, pemerintah pusat
mendorong penggunaan anggaran daerah berbasis kinerja (performance-based
budgeting) agar setiap program pembangunan daerah memiliki indikator
kuantitatif dan kualitatif yang jelas (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dengan
demikian, efisiensi belanja daerah menjadi integrasi antara aspek teknis
anggaran dan orientasi hasil Pembangunan, bukan sekedar administrasi
keuangan belaka.

Provinsi Lampung memiliki karakteristik ekonomi yang beragam serta
tantangan geografis sebagai provinsi penyangga antara pulau Jawa dan
Sumatra. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja daerah di Lampung
menunjukkan bahwa penyerapan anggaran cukup tinggi, namun efektivitas dan
efisiensi belanja sering dipertanyakan. Berdasarkan laporan BPK dan BPKP
Provinsi Lampung (2023), realisasi belanja total mencapai 99,17% dari pagu
anggaran, dengan belanja pegawai menyerap hampir seluruh alokasi program
rutin. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun aspek kuantitatif terpenuhi,
kualitas dan nilai guna dana publik masih perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa
penelitian lokal juga mengungkapkan ketidakseimbangan struktur belanja di
Lampung. Ameliya, Warisi, dan Khoirina (2024) menyatakan bahwa dominasi
belanja pegawai di sebagian besar kabupaten/kota di Lampung cenderung
mengurangi proporsi belanja modal, sehingga efisiensi belanja daerah menjadi
kurang optimal. Hal serupa juga ditemukan oleh penelitian Saputra &

Khoirunurrofik (2022) yang menunjukkan bahwa ketika belanja modal rendah,



maka efisiensi belanja daerah ikut menurun, terutama di daerah dengan
kebutuhan pembangunan infrastruktur tinggi. Ketidakseimbangan struktur
belanja tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek perencanaan fiskal,
tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat
integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Di Provinsi Lampung, rendahnya integritas dalam pengelolaan
anggaran daerah menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data dari Survei
Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), beberapa kabupaten/kota di Lampung memiliki skor integritas yang
lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini mengindikasikan
adanya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan
transparan. Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menunjukkan bahwa beberapa daerah di Lampung mengalami ketidaktepatan
dalam alokasi anggaran, belanja pegawai yang terlalu besar dibandingkan
belanja modal, serta serapan anggaran yang rendah pada sektor-sektor prioritas
pembangunan.

Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada pada kategori
SPI sedang, dengan skor berkisar antara 65 hingga 74, seperti Kabupaten
Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten
Mesuji, serta Kota Bandar Lampung. Daerah-daerah dalam kategori ini
menunjukkan bahwa sistem integritas dan pengendalian internal telah diterapkan,
namun belum sepenuhnya optimal. Fluktuasi skor SPI dari tahun ke tahun
mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan
pengendalian intern, penegakan kode etik, serta transparansi dalam pelayanan
publik. Dengan demikian, daerah pada kategori sedang masih memerlukan
penguatan berkelanjutan, terutama dalam aspek pencegahan konflik kepentingan
dan peningkatan pengawasan internal. Sementara itu, beberapa daerah masih
menunjukkan kategori SPI rendah, yang ditandai dengan skor di bawah 65, seperti
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten
Tanggamus pada beberapa tahun pengamatan. Kabupaten Lampung Timur

mencatat skor terendah pada tahun 2021 sebesar 51,99 dan meskipun mengalami



peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, skor tersebut masih berada pada batas
bawah kategori sedang. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian
integritas, rendahnya efektivitas pengawasan internal, serta masih tingginya
potensi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Demikian pula, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus
menunjukkan skor yang relatif rendah dan fluktuatif, yang mengindikasikan
belum stabilnya penerapan nilai-nilai integritas dalam birokrasi pemerintahan
daerah. Berikut adalah data skor SPI (Survei Penilaian Integritas) di
kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2021 — 2024:

Tabel 1. 1
Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2021 — 2024

Kab/Kota Skor SPI (0-100)

2021 2022 2023 2024
Provinsi Lampung 68,28 62,22 68,44 65,83
Kab. Lampung Selatan 58,68 71,68 68,77 73,91
Kab. Lampung Tengah 69,95 69,69 69,9 71,07
Kab. Lampung Utara 62,68 63,87 60,58 64,6
Kab. Lampung Barat 71,11 70,92 69,08 70,23
Kab. Tulang Bawang 70,91 72,41 69,21 72,62
Kab. Tanggamus 65,16 73,35 69,56 68,75
Kab. Lampung Timur 51,99 61,96 62,22 63,48
Kab. Waykanan 75,46 75,53 70,48 72,16
Kab. Pesawaran 67,04 72,04 68,1 71,9
Kab. Pringsewu 79,16 75,73 75,17 74,89
Kab. Mesuji 72,4 68,57 66,71 67,12
Kab. Tulang Bawang 75,79 66,19 69 64,42
Barat
Kab. Pesisir Barat 76,09 74,68 69,56 70,14
Kab. Kota Bandar 65,58 69,35 68,89 67,29
Lampung
Kota Metro 78,48 75,59 73,70 70,26

Sumber: Data diolah dari SPI KPK (2021-2024)

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2021-2024, terlihat adanya
variasi tingkat integritas antar daerah yang cukup signifikan. Skor SPI yang
diperoleh berada pada rentang 51,99 hingga 78,48, yang mencerminkan perbedaan
kualitas sistem pengendalian integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara umum, sebagian besar pemerintah daerah berada pada kategori sedang,



sementara hanya beberapa daerah yang mampu mencapai kategori tinggi secara
konsisten, dan sebagian lainnya masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini
menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern dan penguatan
budaya integritas di Provinsi Lampung belum berjalan secara merata di seluruh
kabupaten/kota. Daerah dengan kategori SPI tinggi ditunjukkan oleh capaian skor
di atas atau mendekati angka 75, seperti Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang
Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Kota Metro mencatat skor tertinggi pada
tahun 2021 sebesar 78,48, yang mengindikasikan bahwa praktik pengendalian
integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi telah berjalan relatif baik.
Meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan skor, Kota Metro tetap
berada pada kelompok daerah dengan tingkat integritas yang relatif lebih baik
dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi serupa juga terlihat pada
Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, yang
menunjukkan skor relatif tinggi pada beberapa periode pengamatan. Hal ini
mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata
kelola yang berintegritas, meskipun stabilitas dan konsistensi implementasi SPI
masih menjadi tantangan.

Secara keseluruhan, hasil penilaian SPI menunjukkan bahwa tingkat
integritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih
didominasi oleh kategori sedang, dengan ketimpangan capaian antar
kabupaten/kota yang cukup nyata. Fluktuasi skor SPI selama periode 2021-2024
mengindikasikan bahwa upaya penguatan integritas belum sepenuhnya
berkelanjutan dan masih dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, kualitas
pengawasan, serta komitmen pimpinan daerah. Oleh karena itu, diperlukan
strategi penguatan SPI yang lebih sistematis dan berkelanjutan, terutama bagi
daerah dengan kategori rendah dan sedang, agar penerapan sistem pengendalian
intern, transparansi, dan akuntabilitas dapat berjalan lebih efektif serta
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan
berintegritas. Rendahnya integritas ini dapat mempengaruhi efisiensi belanja
daerah karena aparat pengelola keuangan mungkin tidak menjalankan praktik

terbaik dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek publik. Selain itu,



kapasitas PAD di Lampung masih relatif rendah dibandingkan potensi

ekonominya.

Gambar 1 1 Skor Survei Penilaian Integritas Kabupaten/Kota di Provinsi
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Sumber: Data diolah dari SPI KPK (2021-2024)

Banyak kabupaten/kota masih bergantung besar pada dana transfer pusat
sebagai sumber utama pendapatan daerah. Ketergantungan ini mengurangi
insentif daerah untuk memaksimalkan efisiensi belanja karena fleksibilitas alokasi
dana menjadi terbatas. Dengan demikian, efisiensi belanja daerah di Lampung
masih dipengaruhi oleh kombinasi problem kapasitas fiskal daerah dan integritas
pengelolaan keuangan. Terlepas dari tantangan kapasitas fiskal dan integritas
pengelolaan yang dihadapi, data realisasi belanja tahun 2024 menunjukkan bahwa
kabupaten/kota Provinsi Lampung mampu mencatat tingkat serapan anggaran
yang tinggi di berbagai kategori belanja.

Tabel 1. 2. Tingkat Realisasi Belanja Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun
2024

Kabupaten Anggaran Realisasi ~ Terhadap
Belanja Anggaran
/Kota (Rp miliar) (Rp miliar) (%)
Lampung Belanja Pegawai 919,87 844,54 91,81
Selatan
Belanja Barang 672,26 646,81 96,21



Lampung
Tengah

Lampung
Utara

Lampung
Barat

Tulang
Bawang

Tanggamus

Lampung

Timur

Way Kanan

Pesawaran

Pringsewu

Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang

Belanja Modal

370,84
1.311,80
537,64
429,00
804,71
461,84
156,10
478,36
264,58
163,89
564,98
396,63
144,00
711,21
428,50
250,01
931,01
529,14
383,98
586,25
362,74
146,59
522,34
369,98
127,09
587,98
354,23
137,22

342,91
1.214,17
474,48
374,46
769,92
372,87
131,99
444,08
247,65
155,34
506,32
344,42
130,82
682,27
360,71
224,70
877,74
461,57
320,80
561,98
332,31
135,39
504,88
337,60
123,10
555,75
338,86
126,65

92,47
92,56
88,25
87,29
95,68
80,74
84,56
92,83
93,60
94,79
89,62
86,84
90,85
95,93
84,18
89,88
94,28
87,23
83,55
95,86
91,61
92,36
96,66
91,25
96,86
94,52
95,66
92,29



Mesuji Belanja Pegawai 362,90 343,45 94,64

Belanja Barang 294,96 263,99 89,50
Belanja Modal 247,86 214,35 86,48
Tulang Belanja Pegawai 369,67 360,35 97,48
Bawang ]
Barat Belanja Barang 239,38 217,77 90,97
Belanja Modal 136,12 130,84 96,12
Pesisir Belanja Pegawai 402,14 292,19 72,66
Barat
Belanja Barang 269,50 233,15 86,51
Belanja Modal 137,36 90,74 66,06
Kota Belanja Pegawai 1.071,43 959,28 89,53
Bandar )
Lampung Belanja Barang 1.229,40 960,65 78,14
Belanja Modal 447,48 353,59 79,02
Kota Metro Belanja Pegawai 382,62 377,37 98,63
Belanja Barang 528,47 506,53 95,81
Belanja Modal 106,83 102,46 95,91

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah di
kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan tingkat penyerapan
anggaran yang relatif tinggi, terutama pada belanja pegawai yang hampir di
seluruh daerah terealisasi di atas 90%. Namun demikian, terdapat variasi yang
cukup signifikan pada belanja barang dan belanja modal yang menunjukkan
perbedaan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk
memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya terealisasi secara
maksimal, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Karena efisiensi belanja tidak hanya diukur dari serapan anggaran yang tinggi,
tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dari setiap pengeluaran

pemerintah daerah.



Gambar 1 2 Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
2024)

Grafik realisasi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun
2021-2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar
daerah dengan kecenderungan peningkatan pada tahun 2024. Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung secara
konsisten mencatat pendapatan tertinggi, yang dipengaruhi oleh besarnya
jumlah penduduk, kuatnya aktivitas ekonomi, serta kemampuan daerah dalam
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah
pusat. Sebaliknya, kabupaten dengan realisasi pendapatan relatif rendah,
seperti Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro, umumnya
memiliki keterbatasan potensi ekonomi, basis pajak yang lebih kecil, serta
tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap dana transfer. Perbedaan ini
mencerminkan variasi kapasitas fiskal dan kondisi ekonomi antar wilayah di

Provinsi Lampung.



Gambar 1 3 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
tahun 2021-2024
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
2024)

Berdasarkan grafik belanja operasi kabupaten/kota di Provinsi
Lampung selama periode 2021 hingga 2024, dapat diamati bahwa sebagian
besar daerah mengalami peningkatan pengeluaran operasional dari tahun ke
tahun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin besar dalam
membiayai aktivitas rutin pemerintahan, pelayanan publik, serta pemeliharaan
infrastruktur dasar. Meskipun demikian, terdapat variasi antar daerah yang
mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan masing-
masing pemerintah daerah. Daerah dengan beban operasi tertinggi mencatat
nilai belanja operasional hingga di atas Rp5 triliun, yang mencerminkan
besarnya kebutuhan belanja rutin, terutama untuk belanja pegawai serta
belanja barang dan jasa. Sebaliknya, daerah dengan beban operasi terendah
menunjukkan nilai belanja operasional yang relatif kecil, yaitu di bawah
Rp100 miliar, yang mengindikasikan keterbatasan skala pemerintahan dan

aktivitas pelayanan publik.
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Gambar 1 4 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
2024)

Berdasarkan grafik belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Lampung
selama periode 2021 hingga 2024, terlihat bahwa alokasi belanja modal
mengalami variasi antar daerah. Sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan
tren peningkatan belanja modal, yang mencerminkan adanya komitmen
pemerintah daerah dalam memperkuat investasi jangka panjang, khususnya
pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, serta peningkatan kualitas
layanan masyarakat. Namun demikian, terdapat pula daerah yang
memperlihatkan fluktuasi, yang dapat dihubungkan dengan keterbatasan
kapasitas fiskal maupun perubahan prioritas kebijakan. Peningkatan belanja
modal yang konsisten menjadi indikator positif dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan penurunan atau stagnasi belanja
modal dapat mengindikasikan adanya kendala fiskal atau ketergantungan yang
tinggi terhadap Dana Perimbangan. Dari data tersebut terlihat bahwa beban
modal terbesar ditanggung oleh kabupaten dengan skala fiskal besar seperti
Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Hal ini
menunjukkan adanya komitmen investasi jangka panjang dalam pembangunan

infrastruktur dan layanan publik. Sebaliknya, daerah dengan beban modal
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rendah seperti Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro
cenderung memiliki keterbatasan kapasitas fiskal atau prioritas kebijakan yang
lebih fokus pada belanja operasional. Perbedaan ini mencerminkan variasi

tingkat kemandirian fiskal antar daerah serta ketergantungan terhadap Dana

Gambar 1 5 Realisasi Belanja Tak Terduga pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung tahun 2021-2024
Perimbangan.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
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Berdasarkan grafik belanja tidak terduga kabupaten/kota di Provinsi
Lampung tahun 2021-2024, terlihat perbedaan alokasi yang cukup signifikan
antar daerah. Beberapa daerah menunjukkan belanja tidak terduga yang relatif
tinggi, terutama Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan,
dengan alokasi yang pada beberapa tahun pengamatan mencapai puluhan
miliar rupiah. Besarnya belanja tidak terduga di daerah tersebut mencerminkan
kesiapan fiskal yang lebih baik dalam mengantisipasi kejadian darurat.
Sebaliknya, daerah dengan belanja tidak terduga relatif rendah antara lain
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir
Barat, yang mengalokasikan belanja tidak terduga pada kisaran ratusan juta
rupiah hingga di bawah satu miliar rupiah per tahun. Rendahnya alokasi ini

menunjukkan keterbatasan ruang fiskal atau kebijakan penganggaran yang
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lebih minimal terhadap belanja yang bersifat tidak rutin. Perbedaan besaran
belanja tidak terduga antar daerah tersebut mengindikasikan variasi kapasitas
fiskal dan strategi pengelolaan risiko anggaran. Kondisi ini penting
diperhatikan karena belanja tidak terduga berperan dalam menjaga stabilitas
pelaksanaan APBD ketika terjadi kondisi darurat tanpa harus mengganggu
alokasi belanja lainnya.

Pada tahun 2021, belanja tidak terduga kabupaten/kota di Provinsi
Lampung menunjukkan variasi yang cukup lebar. Kota Bandar Lampung dan
Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan belanja tidak
terduga relatif tertinggi, dengan alokasi mencapai puluhan miliar rupiah,
sejalan dengan kebutuhan penanganan kondisi darurat dan ketidakpastian
fiskal pasca pandemi. Sebaliknya, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan
Kabupaten Pesisir Barat memiliki belanja tidak terduga relatif rendah, yaitu
hanya pada kisaran ratusan juta rupiah, yang mencerminkan keterbatasan
ruang fiskal dan rendahnya alokasi belanja kontingensi. Pada tahun 2022, pola
belanja tidak terduga masih menunjukkan ketimpangan antar daerah. Kota
Bandar Lampung tetap menjadi daerah dengan alokasi belanja tidak terduga
tertinggi, dengan nilai yang masih berada pada kisaran puluhan miliar rupiah,
sementara Kabupaten Lampung Selatan juga mencatat nilai yang relatif besar.

Di sisi lain, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
kembali berada pada kelompok daerah dengan belanja tidak terduga terendah,
dengan alokasi di bawah satu miliar rupiah, menunjukkan kebijakan
penganggaran yang sangat terbatas untuk belanja yang bersifat darurat.
Memasuki tahun 2023, sebagian daerah mulai menyesuaikan alokasi belanja
tidak terduga. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah
termasuk daerah dengan belanja tidak terduga relatif tinggi, dengan nilai
mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah, yang mengindikasikan
peningkatan kesiapan fiskal dalam menghadapi risiko anggaran. Sementara itu,
Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji masih menunjukkan belanja
tidak terduga relatif rendah, dengan alokasi yang tetap berada pada kisaran
ratusan juta rupiah, sehingga kapasitas penanganan kejadian tak terduga relatif

terbatas. Pada tahun 2024, belanja tidak terduga antar kabupaten/kota di
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Provinsi Lampung tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kota Bandar
Lampung konsisten menjadi daerah dengan belanja tidak terduga tertinggi,
dengan alokasi mencapai puluhan miliar rupiah, diikuti oleh Kabupaten
Lampung Selatan. Sebaliknya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten
Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat berada pada kelompok daerah dengan
belanja tidak terduga terendah, dengan nilai di bawah satu miliar rupiah, yang

mencerminkan keterbatasan fiskal serta pendekatan penganggaran yang

Gambar 1 6 Realisasi Belanja Transfer pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung tahun 2021-2024
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
2024)

Grafik realisasi belanja transfer kabupaten/kota di Provinsi Lampung
tahun 2021-2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah,
baik dari sisi besaran maupun pergerakan antar tahun. Kabupaten dengan
realisasi belanja transfer tinggi, seperti Lampung Tengah, Lampung Timur,
dan Lampung Selatan, umumnya memiliki jumlah desa yang lebih banyak,
wilayah administrasi yang luas, serta kebutuhan pendanaan yang besar untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerataan
pembangunan antar wilayah. Tingginya belanja transfer pada daerah tersebut
juga mencerminkan peran pemerintah kabupaten dalam menyalurkan dana

bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagai upaya
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menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sebaliknya, kabupaten/kota dengan realisasi belanja transfer relatif rendah,
seperti Kota Metro, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat, cenderung
memiliki jumlah desa yang lebih sedikit, struktur wilayah yang lebih
sederhana, serta skala kewenangan transfer yang lebih terbatas, khususnya
pada daerah perkotaan. Dengan demikian, perbedaan belanja transfer ini
menggambarkan perbedaan kebutuhan fiskal, karakteristik wilayah, serta peran
belanja transfer sebagai instrumen distribusi keuangan dan pemerataan
pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Efisiensi belanja daerah menjadi sangat penting, terutama dalam
konteks anggaran yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang meningkat.
Jika belanja daerah tidak efisien, maka alokasi sumber daya publik dapat
terbuang sia-sia pada program yang kurang berdampak atau bahkan tidak tepat
sasaran. Efisiensi belanja daerah memungkinkan daerah mendapatkan value
for money, yaitu output sebesar-besarnya dengan input serendah mungkin
(Mahmudi, 2019). Pada level pemerintahan daerah, efisiensi belanja
berkontribusi terhadap kemandirian fiskal. Daerah yang mampu menggunakan
belanja secara efisien akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengalihkan
dana ke program produktif, bukan hanya ke belanja rutin. Penelitian oleh
Setiawan dan Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan efisiensi
belanja tinggi cenderung memiliki indikator pembangunan sosial ekonomi
yang lebih baik dibandingkan daerah dengan efisiensi rendah.

Dalam sistem desentralisasi, efisiensi belanja daerah juga
mencerminkan keberhasilan pemerintahan daerah menjalankan otonomi
fiskalnya. Akai dan Sakata (2022) menunjukkan bahwa desentralisasi yang
efektif tercapai apabila daerah tidak hanya memperoleh alokasi dana dari
pusat, tetapi juga mampu mengelola dana tersebut secara efisien dan responsif
terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penelitian tentang efisiensi belanja
daerah sangat relevan untuk Provinsi Lampung, yang dalam praktiknya masih
bergulat dengan tantangan penggunaan anggaran produktif dan pengembangan
kapasitas internal.

Dengan mempertimbangkan gap antara realisasi anggaran yang tinggi
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dan manfaat yang belum selalu sejajar, penelitian ini menjadi sangat relevan
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi belanja daerah
secara empiris. Variabel seperti PAD, dana perimbangan, dan integritas
aparatur menjadi variabel yang layak dikaji dalam konteks kabupaten/kota di
provinsi Lampung agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih
kontekstual dan aplikatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah
satu indikator kemandirian fiskal yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan
dalam penelitian Fariyanda, Umyana, & Muhsin (2025) di Kalimantan Barat,
dan Digdowiseiso & Kaliwattu (2023) di Yogyakarta, PAD merupakan sumber
keuangan yang berasal dari potensi ekonomi lokal yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. PAD menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan
kemandirian fiskal serta efisiensi belanja daerah karena semakin besar
kontribusi PAD terhadap total pendapatan, semakin besar pula ruang gerak
pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana sesuai prioritas pembangunan
daerah (Kusnandar & Siswantoro, 2020).

Menurut penelitian Ramadhani dan Widodo (2022), PAD yang tinggi
memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengatur belanja
tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal ini
memungkinkan daerah mengoptimalkan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan
lokal, sehingga efisiensi belanja dapat tercapai. Sebaliknya, daerah dengan
PAD rendah cenderung mengalami keterbatasan anggaran, yang memaksa
mereka mengandalkan dana perimbangan, sehingga ruang inovasi dan efisiensi
anggaran menjadi terbatas. Hubungan antara PAD dan efisiensi belanja juga
dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan
mengalokasikan pendapatan secara efektif. PAD yang tinggi tidak otomatis
menjamin efisiensi belanja jika penggunaannya tidak diarahkan pada program
produktif. Penelitian oleh Marfiana dan Kurniasih (2021) menegaskan bahwa
daerah yang memiliki PAD besar tetapi tidak diimbangi dengan manajemen
keuangan yang transparan dan berbasis kinerja justru dapat mengalami

inefisiensi belanja. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus diikuti dengan
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penguatan kapasitas manajerial dan integritas aparatur daerah agar dana publik
dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, PAD yang kuat sering kali mencerminkan tingkat partisipasi
masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Daerah dengan basis ekonomi
lokal yang sehat memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar untuk
membiayai program pembangunan, sehingga belanja daerah dapat difokuskan
pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Penelitian oleh Prakoso (2022) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif
terhadap efisiensi belanja daerah di berbagai provinsi di Indonesia, karena
daerah dengan PAD tinggi cenderung mengalokasikan belanja lebih rasional
dan tepat sasaran dibandingkan daerah dengan PAD rendah.

Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi indikator kemandirian
fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan efisiensi
belanja daerah. Optimalisasi PAD melalui peningkatan basis pajak daerah,
digitalisasi sistem pemungutan, dan pengawasan penerimaan publik dapat
memperkuat efisiensi penggunaan anggaran secara berkelanjutan. Selain PAD,
Dana Perimbangan memiliki peran penting dalam pemerataan fiskal antar
daerah. Dana perimbangan adalah mekanisme transfer fiskal dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan mengurangi kesenjangan
fiskal antar daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara
merata. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen ini
memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah, terutama
bagi daerah yang kapasitas PAD masih terbatas (Putri & Wahyudi, 2021).

Penelitian oleh Maimunah (2020) menunjukkan bahwa ketergantungan
yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menghambat efisiensi belanja
daerah. Hal ini disebabkan oleh sifat dana transfer yang bersifat top-down, di
mana sebagian besar penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Kondisi ini membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang program sesuai
prioritas lokal. Namun demikian, apabila dana perimbangan dikelola dengan
prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka transfer fiskal tersebut

dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi belanja (Siregar &
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Wibowo, 2023).

DAU sebagai komponen terbesar dari dana perimbangan berfungsi
untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah. Namun, penelitian
oleh Lestari dan Fitria (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar DAU masih
digunakan untuk belanja pegawai, bukan untuk kegiatan produktif. Akibatnya,
efisiensi belanja menjadi rendah karena sebagian besar anggaran tidak
menghasilkan output pembangunan yang signifikan. Sementara itu, DAK yang
seharusnya diarahkan untuk kegiatan spesifik seperti pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sering kali tidak terserap optimal
karena lemahnya kapasitas perencanaan dan pelaporan daerah. Selanjutnya,
hasil penelitian Zhang dan Zou (2020) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal
melalui dana transfer dapat meningkatkan efisiensi belanja apabila didukung
oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, fenomena yang terjadi
menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat transparansi dan integritas
tinggi dalam pengelolaan dana perimbangan cenderung memiliki efisiensi
belanja yang lebih baik (Hasan & Mahi, 2021). Oleh karena itu, efektivitas
dana perimbangan dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah sangat
bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dana
tersebut secara bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dana perimbangan harus dipandang bukan hanya
sebagai alat distribusi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang
dapat mendorong efisiensi belanja publik di daerah. Pemerintah daerah perlu
memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima dari transfer pusat digunakan
secara optimal untuk meningkatkan produktivitas daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Integritas merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan
publik yang baik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, integritas
mengacu pada komitmen aparatur pemerintahan untuk bertindak jujur, adil,
dan transparan dalam setiap tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga pelaporan (Hasan & Mahi, 2021). Tingkat integritas yang
tinggi akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi belanja daerah karena
mampu meminimalkan risiko penyimpangan anggaran, praktik korupsi, dan

pengeluaran yang tidak produktif.
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Penelitian oleh Taufiq dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa
integritas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja
publik. Aparatur pemerintah dengan tingkat integritas yang tinggi cenderung
lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan
keuangan, sehingga penggunaan dana publik menjadi lebih tepat sasaran.
Sebaliknya, rendahnya integritas birokrasi sering kali menyebabkan inefisiensi
karena dana publik digunakan untuk kepentingan non-produktif atau bahkan
pribadi.

Di tingkat daerah, rendahnya integritas sering diindikasikan oleh
rendahnya skor SPI KPK, temuan audit BPK, atau kasus korupsi kepala
daerah. Fenomena ini masih banyak terjadi di beberapa kabupaten/kota di
Provinsi Lampung, di mana integritas menjadi isu serius yang berdampak pada
efektivitas dan efisiensi anggaran daerah (KPK, 2023). Oleh sebab itu,
peningkatan integritas tidak hanya menjadi agenda moral, tetapi juga strategi
kebijakan untuk mewujudkan efisiensi belanja daerah yang berkelanjutan.
Menurut Sudirman dan Fadhilah (2021), penguatan integritas aparatur dapat
dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP),
peningkatan transparansi anggaran, serta penegakan etika jabatan publik.
Ketika budaya integritas sudah tertanam kuat, maka efisiensi belanja akan
meningkat secara alamiah karena setiap keputusan anggaran didasarkan pada
prinsip nilai manfaat dan kepentingan publik. Oleh karena itu, integritas bukan
sekadar nilai etika, tetapi faktor determinan dalam mewujudkan efisiensi
belanja daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Meski banyak penelitian membahas efisiensi belanja daerah secara
umum, studi empiris yang menggabungkan PAD, Dana Perimbangan, dan
Integritas sebagai faktor determinan efisiensi belanja daerah masih terbatas,
khususnya di Provinsi Lampung. Penelitian nasional oleh Hasan & Mahi
(2021) menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran, namun
fokusnya lebih luas pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia tanpa
menyoroti dinamika lokal Lampung. Selain itu, penelitian mengenai efisiensi
belanja pemerintah daerah dalam perspektif ekonomi publik dan akuntansi

sektor publik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih
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mengandalkan pendekatan rasio keuangan dan analisis regresi konvensional
yang mengukur kinerja secara absolut dan berbasis nilai rata-rata. Pendekatan
tersebut memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perbedaan karakteristik
input dan output antar pemerintah daerah serta belum mampu menggambarkan
efisiensi relatif dan praktik pengelolaan belanja terbaik (best practice) secara
komparatif. Studi-studi terdahulu yang menganalisis pengaruh integritas,
pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan
daerah umumnya menggunakan berbagai variabel kontrol, seperti ukuran
daerah, jumlah penduduk, dan karakteristik sosial ekonomi lainnya,
sebagaimana dilakukan oleh Hasan dan Mahi (2021). Meskipun pendekatan
tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan variasi efisiensi
belanja, penggunaan variabel kontrol yang relatif banyak berpotensi
mengaburkan pengaruh langsung variabel utama, khususnya integritas dan
kapasitas fiskal daerah, terhadap efisiensi belanja. Di sisi lain, penelitian
terdahulu juga belum secara eksplisit membedakan sumber ketidakefisienan
belanja daerah berdasarkan efisiensi teknis dan efisiensi skala, sehingga
implikasi kebijakan yang dihasilkan masih bersifat umum. Berdasarkan gap
tersebut, penelitian ini mencantumkan keterbaruan dengan menerapkan
metode Data Envelopment Analysis (DEA) menggunakan asumsi constant
returns to scale (CRS) dan variable returns to scale (VRS) untuk mengukur
efisiensi belanja pemerintah daerah secara relatif, kemudian menggunakan
skor efisiensi tersebut sebagai variabel dependen dalam analisis regresi linier
berganda tanpa variabel kontrol, sehingga fokus analisis diarahkan pada
pengaruh langsung integritas, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan
terhadap efisiensi belanja daerah. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan
identifikasi efisiensi teknis dan efisiensi skala secara terpisah, tetapi juga
memperkuat relevansi analisis dalam konteks pengambilan kebijakan fiskal
daerah, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan masalah dan tujuan
penelitian ini, yaitu untuk menganalisis tingkat efisiensi belanja pemerintah
daerah serta menguji pengaruh integritas, pendapatan asli daerah, dan dana
perimbangan terhadap efisiensi belanja tersebut. Penelitian ini diharapkan

dapat menambah literatur empiris di bidang ekonomi publik dan akuntansi
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sektor publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah

Lampung dalam menyusun strategi alokasi anggaran yang lebih efektif.

1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan

masalah penelitian ini adalah:

1.

1.3.

Apakah Integritas berpengaruh terhadap Efisiensi Belanja Daerah Provinsi
Lampung tahun 2021-2024?

Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap efisiensi
belanja daerah di Provinsi Lampung tahun 2021-2024?

Apakah jumlah Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap efisiensi
belanja daerah di Provinsi Lampung tahun 2021-20247.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1.

14.

Untuk mengetahui pengaruh Integritas terhadap Efisiensi Belanja Daerah di
Provinsi Lampung tahun 2021-2024.

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Efisiensi
Belanja Daerah di Provinsi Lampung tahun 2021-2024.

Untuk mengetahui pengaruh jumlah Dana Perimbangan (DP) terhadap
Efisiensi Belanja Daerah di Provinsi Lampung tahun 2021-2024.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat yang dingin di

capai dan diberikan oleh penelitian ini adalah:
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1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan
literatur akuntansi sektor publik melalui integrasi Teori Keagenan dan Teori
Desentralisasi Fiskal, yang menciptakan kerangka analisis komprehensif dengan
menggabungkan perspektif pencegahan konflik kepentingan dengan penerapan
nilai-nilai tata kelola normatif dalam menjelaskan efisiensi belanja. Selain itu,
penelitian ini memperkuat teori akuntansi keperilakuan dengan menempatkan
integritas aparatur sebagai instrumen pengendalian perilaku yang krusial untuk
mengurangi tindakan yang mementingkan diri sendiri oleh agen dalam
pengelolaan anggaran. Dari sisi otonomi fiskal, hasil kajian ini memperkuat
pemahaman mengenai bagaimana struktur pendapatan daerah, baik PAD maupun
Dana Perimbangan, menciptakan pola akuntabilitas yang berbeda dalam alokasi
sumber daya. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana validasi empiris atas
relevansi teori keuangan publik dalam merespons dinamika pemerintahan daerah
di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi belanja sangat ditentukan
oleh kualitas tata kelola dan moralitas komponen di dalamnya.

2. Manfaat Praktis
a. Untuk Organisasi

Manfaat penelitian ini untuk organisasi, khususnya pemerintah daerah,
mencakup peningkatan efisiensi anggaran melalui praktik pengelolaan yang lebih
baik, serta penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami
pengaruh integritas terhadap efisiensi belanja, organisasi dapat mengurangi risiko
korupsi dan meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

b. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
penulis tentang pengaruh integritas terhadap efisiensi belanja pemerintah sebagai
sebuah implementasi dari teori-teori dalam akuntansi yang telah didapat selama
menempuh studi di Universitas Lampung dan sebagai studi komparatif antara

pengetahuan teoritikal dan praktek di lapangan.
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C. Untuk Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi referensi untuk
mempelajari isu efisiensi belanja pemerintah pada praktik akuntansi dan sebagai

sebuah referensi untuk peneliti lainnya yang akan menguji permasalahan serupa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan fondasi konseptual utama dalam penelitian ini
untuk menganalisis dinamika hubungan kontraktual antara pihak yang
memberikan mandat (prinsipal) dan pihak yang menerima mandat tersebut (agen)
dalam manajemen sumber daya publik. Prinsip dasar teori ini, sebagaimana
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menekankan bahwa
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen
secara inheren membawa risiko asimetri informasi dan konflik kepentingan.
Fenomena ini terjadi ketika agen memiliki akses informasi yang lebih superior
dibandingkan prinsipal, yang jika tidak dimitigasi melalui mekanisme kendali
yang memadai, akan berdampak buruk pada efisiensi kinerja agen. Dalam sektor
publik, masyarakat dan pemerintah pusat menempati posisi sebagai prinsipal,
sementara pemerintah daerah mengemban peran sebagai agen yang diberi mandat
dalam pengelolaan anggaran. Hubungan ini menciptakan tantangan manajerial
yang nyata, mengingat pemerintah daerah memiliki kendali operasional atas
keputusan anggaran yang sering kali berada di luar jangkauan pengawasan
langsung prinsipal. Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya biaya keagenan
(agency costs), yang dalam tata kelola keuangan publik sering kali terefleksi
melalui inefisiensi belanja, praktik pemborosan, maupun alokasi anggaran yang
kurang tepat sasaran.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa rendahnya efisiensi belanja
daerah berakar pada lemahnya mekanisme kontrol terhadap perilaku agen,
terutama di wilayah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi namun dengan
pengawasan yang longgar (Hasan, 2021; Pratama & Mulyani, 2020). Lebih lanjut,
kerangka keagenan ini tetap relevan dalam membedah problem
pertanggungjawaban keuangan di Indonesia, termasuk isu mengenai kualitas dan

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Wijaya et al., 2025).



Dalam perspektif ini, integritas aparatur diposisikan sebagai instrumen
pengendalian internal yang krusial untuk mereduksi kecenderungan perilaku
oportunistik agen. Aparatur yang menjunjung tinggi integritas diharapkan mampu
menyelaraskan tindakan mereka dengan kepentingan publik, sehingga
penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Selain itu, struktur pendapatan
daerah—baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana
Perimbangan—turut memengaruhi pola insentif agen. Variasi sumber pendanaan
ini menciptakan tingkat akuntabilitas dan derajat kehati-hatian yang berbeda
dalam setiap pengambilan keputusan belanja. Secara teoretis, penggunaan teori
keagenan memberikan argumentasi logis mengenai penyebab terjadinya variasi
efisiensi belanja daerah meskipun berada dalam kerangka otonomi fiskal yang
seragam. Teori ini menegaskan bahwa capaian efisiensi tidak semata-mata
bergantung pada ketersediaan fiskal, melainkan pada bagaimana agen mengelola
sumber daya yang didelegasikan kepadanya. Oleh karena itu, teori keagenan
menyediakan basis teoretis yang kuat untuk menguji pengaruh integritas aparatur,
PAD, dan dana perimbangan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah dalam

penelitian ini.

2.1.2. Teori Desentralisasi Fiskal

Selain teori keagenan, penelitian ini menggunakan teori desentralisasi
fiskal sebagai landasan normatif untuk menjelaskan pentingnya nilai-nilai tata
kelola dalam sektor publik. Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari
pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat
pemerintahan yang lebih rendah. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mengacu
pada pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran, agar daerah mampu
mengelola sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
lokal (Oates, 1972). Teori desentralisasi fiskal berangkat dari pandangan bahwa
pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan

kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu,
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pemberian kewenangan fiskal kepada daerah diyakini dapat mendorong
penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efisien serta tepat sasaran (Oates,
1999). Dalam konteks ini, efisiensi belanja pemerintah daerah menjadi salah satu
indikator utama keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal.

Menurut Shah (2004), desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan
pembagian kewenangan pengeluaran, tetapi juga harus disertai dengan
kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.
Semakin tinggi PAD, semakin besar fleksibilitas pemerintah daerah dalam
menyusun prioritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga
berpotensi meningkatkan efisiensi belanja publik. Namun demikian, dalam
praktiknya, desentralisasi fiskal di Indonesia masih dihadapkan pada tingginya
ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya
dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antar daerah. Meskipun demikian, beberapa studi menunjukkan
bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana perimbangan dapat
melemahkan insentif pemerintah daerah untuk mengelola belanja secara efisien
dan akuntabel (Siregar & Pratiwi, 2017).

Dalam perspektif teori keagenan yang melekat pada desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah berperan sebagai agen yang mengelola sumber daya publik
atas mandat masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal.
Ketidakseimbangan informasi serta lemahnya pengawasan dapat menimbulkan
perilaku oportunistik, seperti pemborosan anggaran dan alokasi belanja yang tidak
produktif, sehingga menurunkan efisiensi belanja daerah (Martinez-Vazquez &
McNab, 2003). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal memerlukan dukungan tata
kelola yang baik, termasuk integritas aparatur pemerintah daerah. Integritas dalam
pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting yang menentukan
keberhasilan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah yang memiliki integritas
tinggi cenderung mengelola anggaran secara transparan, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada hasil. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas tata

kelola dan integritas institusi publik memiliki hubungan positif dengan efisiensi
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belanja pemerintah daerah (Halim & Abdullah, 2006). Dengan demikian,
integritas aparatur daerah menjadi prasyarat penting agar desentralisasi fiskal
dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa desentralisasi fiskal menuntut keseimbangan antara kemandirian
pendapatan daerah melalui PAD, dukungan dana perimbangan yang proporsional,
serta integritas aparatur pemerintah daerah. Kombinasi ketiga faktor tersebut
diharapkan mampu mendorong efisiensi belanja pemerintah daerah dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.2 Integritas

Secara etimologis, kata integritas (integrity), integrasi (integration), dan
integral (integral) berasal dari akar kata Latin yang sama, yaitu integer, yang
berarti “seluruh” (whole or entire) atau “bilangan bulat” (a whole number), yakni
bilangan yang bukan pecahan (Endro, 2017). Menurut Kamus Merriam-Webster,
integritas berarti “ketidak bercemaran: kepatuhan teguh terhadap kode nilai moral
atau artistik” serta “keutuhan: keadaan atau kualitas yang lengkap dan tidak
terbagi.” Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan
integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang
utuh, sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Menurut Sugih Wijayati (2022) dalam Suyono (2022), integritas adalah
kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam
perkataan maupun perbuatan, sesuai nilai serta kode etik. Selanjutnya,
Purwanggono (2024) menjelaskan bahwa integritas merupakan wujud karakter
profesionalisme. Integritas menuntut pegawai untuk bersikap jujur, transparan,
bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pegawai diharapkan
menjadikan integritas sebagai dasar kinerja. Kepercayaan dan pelayanan publik
tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Semakin tinggi integritas
dan profesionalisme, semakin baik pula kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Dengan demikian, sesuatu yang berintegritas bersifat utuh dan tidak
terbagi. Keutuhannya tidak dapat dihilangkan meskipun terdiri atas banyak
elemen, karena masing-masing elemen terikat kuat dan saling melengkapi.

Persatuan elemen tersebut lebih tepat disebut persatuan (incorporation) daripada
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kesatuan (unity), sebab identitas tiap elemen tetap dapat dikenali meskipun
perannya tidak terpisah dari keseluruhan. Istilah sederhana seperti “kompak™ atau
“kekompakan” dapat menggambarkan kondisi di mana elemen-elemen bersatu
secara utuh sehingga makna keutuhan (wholeness) tetap terjaga. Menurut Sunyoto
Usman (1998) dalam Febriananda et al. (2024), suatu masyarakat dapat dikatakan
terintegrasi apabila memenuhi beberapa aspek berikut:
1. Menyatukan perbedaan: Integrasi nasional merupakan proses penyatuan
masyarakat dari berbagai wilayah, suku, budaya, dan latar belakang, guna
memperkuat persatuan bangsa Indonesia.
2. Membangun kesatuan: Integrasi nasional diperlukan agar seluruh
masyarakat menyatu dalam upaya memajukan bangsa serta menjaga kesatuan dan
kedaulatan negara.
3. Menghargai perbedaan: Integrasi nasional menuntut pengakuan terhadap
perbedaan dan penumbuhan sikap toleransi antar sesama.
4. Meningkatkan kemampuan: Integrasi nasional dapat memperkuat
kemampuan sistem pendukung manajemen, seperti sistem pengambilan keputusan
dan sistem cerdas organisasi.
5. Mengatasi konflik: Integrasi nasional membantu mengurangi konflik
sosial, kesukuan, maupun budaya, sehingga dapat memperkuat persatuan bangsa.
Dengan demikian, integrasi nasional sangat penting untuk memperkuat
kesatuan dan persatuan bangsa serta mengatasi perbedaan yang ada di masyarakat.
Menurut Humaira (2019) dalam Tairas (2024), integritas juga memiliki
manfaat penting, yaitu menumbuhkan tujuan bersama untuk mencapai cita-cita.
Dalam organisasi atau Pemerintah daerah, integritas menjadi kunci keberhasilan.
Tanpa integritas, seseorang akan bekerja karena keterpaksaan, bukan dari hati
nurani. Jika integritas individu tidak ada, maka upaya mencapai tujuan Pemerintah
daerah akan sulit terwujud. Dalam konteks pemerintahan daerah, integritas
pejabat keuangan mencakup kejujuran, transparansi, dan komitmen untuk
menolak praktik korupsi atau penyalahgunaan dana publik. Scannell (2024)
menjelaskan bahwa reformasi akuntansi publik menuju sistem berbasis akrual di
berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, telah meningkatkan integritas

laporan keuangan melalui peningkatan transparansi aset dan kewajiban
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pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Abd Aziz (2015) yang menekankan
pentingnya kepemimpinan publik yang beretika dan sistem pengawasan yang
ketat untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya benar secara teknis
tetapi juga berintegritas secara moral. Penelitian oleh Hasan dan Mahi (2021)
menunjukkan bahwa integritas dalam pengelolaan anggaran memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Integritas
aparatur berperan penting dalam memastikan belanja daerah digunakan sesuai
ketentuan dan tujuan pembangunan. Aparatur yang memiliki integritas tinggi akan
lebih disiplin dalam penggunaan anggaran, mengurangi penyimpangan, dan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Makaminang, 2021).
Sebaliknya, lemahnya integritas dapat menyebabkan pemborosan,
penyalahgunaan anggaran, dan rendahnya efisiensi belanja.

Integritas dalam sektor publik dipahami sebagai keselarasan antara nilai,
prinsip, dan tindakan organisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara
jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Secara teoritis,
integritas tidak hanya berkaitan dengan aspek moral individu, tetapi merupakan
suatu kondisi kelembagaan yang tercermin dalam proses penganggaran,
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta mekanisme
pengawasan internal (OECD, 2020). Dalam kerangka tersebut, Importance—
Performance Analysis (IPA) menjadi metode yang relevan untuk mengukur
integritas karena IPA memungkinkan penilaian yang simultan antara apa yang
dianggap penting oleh pemangku kepentingan dengan bagaimana nilai-nilai
integritas tersebut benar-benar dilaksanakan dalam praktik. IPA tidak hanya
menilai kinerja aktual suatu nilai integritas, tetapi juga memetakan tingkat urgensi
dan ekspektasi publik terhadap penerapan nilai tersebut. Dengan demikian, [IPA
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana organisasi
publik mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas secara konsisten.

Pada lembaga pemerintah, penggunaan IPA dalam Survei Penilaian
Integritas (SPI) yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memperkuat pendekatan teoritis bahwa integritas merupakan perilaku institusional
yang dapat diukur melalui persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan.

Dimensi integritas seperti transparansi, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, dan
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kepatuhan prosedural dinilai dari dua sisi sekaligus yakni tingkat kepentingannya

bagi pegawai maupun masyarakat, serta tingkat pelaksanaannya dalam aktivitas

organisasi. Pemetaan atribut integritas ke dalam kuadran I[PA membantu

menunjukkan area integritas yang telah berjalan kuat dan area yang masih berisiko

menimbulkan penyimpangan atau korupsi. Dengan demikian, IPA bukan hanya
alat evaluatif, tetapi juga instrumen diagnostik yang mendukung teori integritas
kelembagaan bahwa kualitas integritas dapat dianalisis, diukur, dan diperbaiki
secara sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Penggunaan IPA dalam konteks integritas memperjelas bahwa integritas bukan

konsep normatif semata, melainkan indikator kinerja kelembagaan yang memiliki

implikasi langsung terhadap pencegahan korupsi dan efektivitas layanan publik
(Martilla & James, 1977; KPK, 2024; OECD, 2020).
23 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari
daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD meliputi pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
serta sumber pendapatan sah lainnya sesuai regulasi (Armaja et al., 2017).
PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan
desentralisasi dan mengelola sistem pemerintahannya. Semakin tinggi PAD,
semakin baik kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi,
sedangkan PAD yang rendah menunjukkan kemampuan yang kurang optimal
(Armaja et al., 2017). Menurut Nalle et al. (2021), PAD menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi
sumber daya lokal. Setiawan (2024) menambahkan bahwa PAD menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan dari sumber-
sumber lokal, termasuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah,
dan pendapatan lainnya. Analisis PAD sebagai indikator kinerja keuangan
pemerintah daerah menjadi topik penelitian yang penting dalam bidang

keuangan publik.
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PAD yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan sumber daya
keuangan daerah, yang dapat digunakan sebagai modal dasar dalam
membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan terhadap dana dari
pemerintah pusat (Putri & Darmayanti, 2019). Penelitian oleh Sari &
Mustanda (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD, semakin baik
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan relevansi PAD
terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan penerimaan yang berasal dari kemampuan dan potensi ekonomi
daerah itu sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menjadi bagian penting dalam struktur keuangan
daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Komponen utama PAD terdiri dari pajak daerah, yaitu pungutan atas
objek dan subjek tertentu di wilayah pemerintahan daerah. Kedua, retribusi
daerah, yaitu iuran yang dibayarkan masyarakat sebagai imbalan atas
pelayanan atau izin yang diberikan pemerintah daerah. Ketiga, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan dari
pengelolaan aset daerah yang dibentuk sebagai unit usaha yang terpisah secara
fiskal. Keempat, lain-lain PAD yang sah, seperti pendapatan bunga, hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan denda administratif
yang diatur dalam peraturan daerah. Studi empiris menunjukkan bahwa pajak
daerah dan retribusi daerah merupakan kontributor pokok terhadap realisasi
PAD, dimana peningkatan kontribusi kedua komponen ini mencerminkan
kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi fiskalnya sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di
Indonesia. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah
menunjukkan tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang
berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PAD selama periode tertentu,
mengindikasikan peran kedua komponen ini dalam meningkatkan sumber
pendapatan daerah secara mandiri (Astuti & Kartika, 2024).

Menurut Yudastini dan Utama (2023), PAD mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi

sumber daya lokalnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Husen, Zakaria,
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dan Buhang (2022), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis PAD sebagai indikator
kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi topik penelitian yang
menarik dalam bidang keuangan publik. PAD yang tinggi menunjukkan
tingginya tingkat kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang
nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari
pemerintah pusat (Putri & Darmayanti, 2019). Namun, meskipun PAD
memiliki potensi besar, terdapat tantangan dalam optimalisasinya, seperti
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya pemanfaatan potensi
sumber daya lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk
meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta
pengelolaan kekayaan daerah yang lebih efisien. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
Misalnya, Ardelia ef al. (2022) menemukan bahwa PAD bersama belanja
modal dan Dana Perimbangan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di eks-Keresidenan Pekalongan (Ardelia ef al., 2022).
Keberadaan PAD yang tinggi juga tidak serta merta menciptakan efisiensi
belanja daerah; harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik agar tidak

terjadi pemborosan atau penggunaan dana yang tidak mendukung prioritas
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pembangunan.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-

Gambar 2.1 Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2021 — 2024
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Berdasarkan grafik PAD kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode
2021-2024, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antar daerah baik
dari sisi besaran PAD maupun pola perkembangannya dari tahun ke tahun.
Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan PAD yang relatif
konsisten, sementara daerah lainnya cenderung mengalami fluktuasi atau
peningkatan yang lebih lambat. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya

perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan

lokal serta efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD. Perbedaan tingkat
PAD ini berimplikasi pada kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah
dalam membiayai belanja publik. Daerah dengan PAD yang relatif tinggi
memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan belanja secara
mandiri, sedangkan daerah dengan PAD yang rendah berpotensi memiliki
ketergantungan yang lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, variasi PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung
menjadi dasar yang penting dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli

Daerah terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah pada periode penelitian.
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24 Dana Perimbangan

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat memiliki peran
strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah
lainnya (Andriana, 2020). Dana perimbangan ini terdiri atas tiga jenis utama,
yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki karakteristik serta mekanisme
penyaluran berbeda. DAU disalurkan dalam bentuk /ump sum yang
memungkinkan pemerintah daerah menggunakan dana sesuai kebutuhan dan
prioritas pelayanan publik tanpa batasan tertentu (Andriana, 2020). Sementara itu,
DAK ditujukan untuk mendanai kegiatan spesifik yang bersifat prioritas,
sedangkan DBH atau Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara, baik yang
bersumber dari pajak maupun sumber daya alam. DBH bertujuan untuk
memberikan keadilan fiskal kepada daerah penghasil, sehingga daerah
memperoleh manfaat atas kontribusinya terhadap penerimaan negara.
(Fathurrahman, 2025).

Meskipun dana perimbangan memiliki peran strategis, ketergantungan
yang tinggi terhadap dana ini dapat menurunkan insentif pemerintah daerah dalam
meningkatkan PAD. Setiawan (2024) mengungkapkan bahwa ketergantungan
tinggi terhadap dana perimbangan dapat mengurangi motivasi daerah dalam
menggali sumber pendapatan mandiri karena adanya jaminan pendanaan dari
pusat. Temuan serupa disampaikan oleh Maggara et al. (2024) yang menegaskan
bahwa ketergantungan terhadap dana pusat berisiko menurunkan efisiensi belanja
dan memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Paputungan ez al. (2020) juga
menambahkan bahwa risiko ketidakstabilan pendanaan dapat muncul apabila
terjadi perubahan kebijakan nasional yang memengaruhi alokasi anggaran ke
daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana perimbangan perlu diimbangi dengan
peningkatan integritas fiskal dan optimalisasi PAD agar tercapai kemandirian

keuangan daerah secara berkelanjutan.
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Gambar 2 2 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Periode 2021 — 2024
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK Prov. Lampung, 2021-
2024)

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa penerimaan Dana Perimbangan
di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Namun, terdapat variasi antar daerah yang menunjukkan
perbedaan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah
pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber
utama pendapatan bagi sebagian besar daerah, terutama yang memiliki
keterbatasan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis
lebih lanjut diperlukan untuk mengaitkan tren Dana Perimbangan dengan
kemampuan daerah dalam membiayai belanja publik serta efektivitas kebijakan
desentralisasi fiskal. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Dana Perimbangan
memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal
antar daerah serta menjamin tersedianya sumber daya keuangan bagi pemerintah
daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi. Dana Perimbangan tidak
hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi daerah, tetapi juga
menjadi faktor penentu dalam kapasitas belanja daerah. Oleh karena itu, analisis

Dana Perimbangan perlu dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
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belanja daerah, guna menilai sejauh mana ketergantungan daerah terhadap transfer
dari pemerintah pusat serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam praktiknya, dana perimbangan terdiri atas tiga komponen utama,
yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme
penyaluran yang berbeda. Berikut uraiannya:

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer fiskal dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan mendukung pelaksanaan
desentralisasi fiskal. DAU bersifat block grant atau tidak terikat, sehingga
pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan alokasi
penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah
(Pertiwi & Rahayu, 2017). Fleksibilitas tersebut menjadikan DAU sebagai sumber
pendanaan utama dalam pembiayaan belanja daerah, terutama belanja operasional
dan belanja pelayanan publik. Secara empiris, berbagai penelitian menemukan
bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan DAU cenderung diikuti oleh peningkatan
belanja pemerintah daerah, yang mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal
daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat (Afriezal & Mildawati, 2023).
Dalam konteks analisis kinerja keuangan daerah, DAU sering digunakan sebagai
variabel independen yang merepresentasikan kapasitas fiskal umum pemerintah
daerah.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu
yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Berbeda dengan
DAU, DAK bersifat conditional grant, sehingga penggunaannya harus mengikuti
petunjuk teknis serta ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat (Wijayanti & Latifa, 2023). Dalam perspektif empiris, pengaruh
DAK terhadap belanja daerah cenderung bervariasi. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa DAK tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap total
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belanja daerah karena sifatnya yang spesifik dan terikat pada program tertentu
(Afriezal & Mildawati, 2023). Namun demikian, DAK berperan penting dalam
mendorong peningkatan kualitas layanan publik di sektor-sektor strategis seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sehingga sering digunakan dalam
penelitian yang mengkaji efektivitas belanja pemerintah daerah.
3. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer yang bersumber dari
pendapatan negara yang dibagikan kepada pemerintah daerah berdasarkan
persentase tertentu dari penerimaan pajak maupun sumber daya alam. DBH
diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada daerah penghasil atas kontribusinya
terhadap penerimaan negara, sehingga memiliki karakteristik sebagai revenue
sharing fund (Ridho & Wijayanti, 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa
DBH memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah dan belanja
pemerintah daerah, khususnya di daerah yang memiliki sumber daya alam atau
basis pajak yang kuat (Pertiwi & Rahayu, 2017). Namun, DBH juga memiliki
kelemahan berupa fluktuasi penerimaan yang bergantung pada kinerja sektor
tertentu, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perencanaan
anggaran daerah (Ridho & Wijayanti, 2025). Dalam konteks ini, Dana Alokasi
Umum (DAU) memegang posisi sentral sebagai komponen utama dana
perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Tujuan utama DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal
antardaerah sekaligus menjamin terpenuhinya standar pelayanan publik minimum
di seluruh Indonesia. Menurut Rachmawati dan Haryanto (2019), DAU memiliki
fungsi pemerataan fiskal karena daerah dengan kapasitas fiskal rendah
memperoleh proporsi DAU yang lebih besar dibandingkan daerah dengan potensi
PAD tinggi (Diponegoro Journal of Accounting). Dengan demikian, distribusi
DAU berperan penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata.

Dari perspektif kebijakan fiskal, DAU berfungsi sebagai instrumen
stabilitas keuangan daerah sekaligus pendorong efisiensi pengelolaan belanja
publik. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (2023) menunjukkan bahwa

sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Kalimantan telah mampu mengelola DAU
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secara efisien dengan skor Data Envelopment Analysis (DEA) antara 0,86 hingga
0,98, yang menandakan pemanfaatan dana telah diarahkan pada belanja prioritas
produktif (JKEK, 2023). Hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan
DAU secara langsung berkorelasi dengan tingkat efisiensi belanja daerah,
khususnya dalam mendanai sektor-sektor publik esensial. Secara teoritis, efisiensi
belanja daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan input fiskal, termasuk DAU untuk menghasilkan output
pelayanan publik yang maksimal. Rasyid ef al. (2020) menjelaskan bahwa
efisiensi belanja tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi
juga oleh kapasitas kelembagaan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah
daerah dalam proses perencanaan dan realisasi anggaran (Antasena, Crisstin, &
Silawati, 2023). Dengan demikian, meskipun DAU berfungsi sebagai dana
penyeimbang, efektivitasnya terhadap efisiensi belanja bergantung pada kualitas
tata kelola fiskal daerah.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan DAU tidak selalu
diikuti oleh peningkatan efisiensi belanja. Rachmawati dan Haryanto (2019)
menemukan bahwa peningkatan DAU di Provinsi Jawa Tengah memang
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja langsung pemerintah daerah,
tetapi tidak selalu meningkatkan efisiensi karena sebagian besar belanja diarahkan
untuk kebutuhan administratif. Hal senada diungkapkan oleh Puspitasari (2022),
yang menunjukkan bahwa meskipun DAU berpengaruh positif terhadap
peningkatan belanja daerah di Provinsi Jawa Barat, pengaruhnya terhadap
efisiensi masih terbatas karena minimnya rasionalisasi program prioritas. Selain
itu, Rahman (2023) mengemukakan bahwa efisiensi pengelolaan DAU dapat
dilihat dari rasio belanja operasional terhadap total DAU. Semakin besar proporsi
DAU yang dialokasikan untuk belanja modal, semakin tinggi tingkat efisiensi
fiskal daerah. Dengan kata lain, alokasi DAU yang diarahkan pada kegiatan
produktif seperti pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan fasilitas
kesehatan memberikan refurn sosial yang lebih besar dibandingkan alokasi pada
belanja rutin. Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) juga digunakan oleh
Sari dan Puspita (2024) dalam Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan yang

menemukan bahwa efisiensi belanja daerah meningkat ketika DAU difokuskan
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pada program dengan tingkat manfaat sosial tinggi seperti kesehatan dan
pendidikan. Namun, efisiensi cenderung menurun apabila porsi DAU lebih
banyak digunakan untuk belanja pegawai yang tidak secara langsung
meningkatkan oufput pelayanan publik (JKEK, 2024). Selanjutnya, Wulandari
(2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah menemukan bahwa
peningkatan DAU yang diikuti oleh kenaikan rasio efisiensi belanja menunjukkan
adanya korelasi positif antara stabilitas transfer fiskal pusat dan kemampuan
daerah dalam mengelola anggaran publik. Menariknya, penelitian tersebut juga
menemukan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah justru cenderung lebih
efisien dalam penggunaan DAU karena tekanan anggaran yang lebih tinggi untuk
memenubhi target pelayanan publik dasar (Jurnal EKD, 2023).

Meski demikian, tantangan implementasi kebijakan DAU yang efisien
masih cukup besar. Lestari dan Nugraha (2022) dalam Jurnal Pembangunan dan
Kebijakan Publik mengidentifikasi bahwa ketergantungan fiskal terhadap DAU
yang tinggi menyebabkan lemahnya dorongan inovasi pendapatan daerah.
Ketergantungan ini berpotensi menurunkan efisiensi belanja karena pemerintah
daerah tidak terdorong melakukan optimalisasi anggaran dan inovasi fiskal secara
mandiri (Jurnal PPK UI, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
meskipun DAU berperan strategis dalam mendukung efisiensi belanja daerah,
keberhasilan pengelolaannya sangat bergantung pada kebijakan berbasis kinerja
dan kebutuhan sektoral. Pemerintah daerah yang menerapkan performance-based
budgeting cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan DAU karena setiap
alokasi diarahkan pada output dan outcome yang terukur. Hal ini sejalan dengan
prinsip value for money, di mana pengelolaan DAU harus memenuhi tiga aspek
utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Secara konseptual, hubungan antara DAU dan efisiensi belanja bersifat
dua arah. Di satu sisi, DAU memperluas kapasitas fiskal daerah dalam
pembiayaan pelayanan publik. Di sisi lain, efisiensi belanja menentukan seberapa
besar manfaat publik yang dihasilkan dari dana tersebut. Apabila pengelolaan
belanja dilakukan secara efektif dan transparan, maka penggunaan DAU dapat
dikategorikan produktif serta berkelanjutan. Namun, jika sebagian besar belanja

masih bersifat konsumtif dan administratif, maka efek pemerataan fiskal DAU
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akan berkurang. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja fiskal menjadi kunci utama
untuk mengoptimalkan fungsi DAU terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah.
Efisiensi Belanja

Irfan (2022) mengatakan bahwa pemikiran tentang efisiensi menempati
posisi sentral sebagai prinsip dasar dalam ilmu ekonomi. Kriteria efisiensi adalah
kepuasan saat sumber daya yang digunakan dalam periode waktu tertentu
menyebabkan peningkatan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi
kesejahteraan orang lain. Dalam ilmu ekonomi, efisiensi pengelolaan kinerja
berkaitan dengan cara menggunakan input untuk menghasilkan output. Menurut
Irfan (2022), kemampuan untuk mengukur kinerja merupakan salah satu prasyarat
bagi manajer atau pimpinan organisasi agar dapat memobilisasi sumber daya
secara efektif untuk mengukur kinerja organisasi yang dipimpinnya. Efisiensi
dalam konteks anggaran belanja merujuk pada kemampuan untuk mencapai
output maksimal dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, khususnya
dana, seminimal mungkin. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa efisiensi
menunjukkan hubungan antara produktivitas dengan penghematan tenaga, biaya,
dan waktu. Pertiwi (2017) menyatakan bahwa efisiensi belanja daerah tercapai
apabila setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat maksimal bagi
masyarakat. Makaminang (2022) menambahkan bahwa evaluasi efisiensi
anggaran belanja daerah dilakukan dengan menilai kesesuaian realisasi anggaran
terhadap kebutuhan, sehingga lembaga dapat mengidentifikasi pemborosan dan
meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Sugiharti dan Jumaroh (2021)
menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui perbandingan
antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Suatu anggaran belanja dikategorikan efisien apabila memenuhi kriteria
efisiensi yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327
Tahun 1996, sebagaimana ditunjukkan pada berikut:
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Tabel 2. 1. Tingkat Efisiensi

Persentase (%) Penilaian
>100% Tidak efisien
90% — 100% Kurang efisien
80 —90% Cukup efisien
60 — 80% Efisien
<60% Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327, 1996

Semakin rendah persentase anggaran, semakin tinggi tingkat efisiensi,
karena menunjukkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (Makaminang,
2022). Persentase diatas 100% menunjukkan pemborosan dan sangat tidak efisien,
sedangkan persentase di bawah 100% menunjukkan pemanfaatan anggaran yang
efisien (Sugiharti & Jumaroh, 2021). Selain itu, studi di Kabupaten Sikka
menyimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah tahun 20162020
berada di kisaran rata-rata 97,50 %, yang menunjukkan bahwa pengeluaran daerah
belum sepenuhnya efisien karena perencanaan belum maksimal dan beban belanja
pegawai yang dominan (Antasena, Crisstin, & Silawati, 2023). Dalam konteks
pemerintahan daerah, efisiensi belanja mencakup aspek perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar penggunaan dana publik
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Siregar, 2020).
Dalam kajian sektor publik, efisiensi umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori utama, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi.
Efisiensi teknis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah atau unit
organisasi publik dalam menghasilkan output pelayanan publik secara maksimal
dengan jumlah input tertentu, seperti anggaran, tenaga kerja, dan aset, tanpa
adanya pemborosan sumber daya. Efisiensi ini menunjukkan seberapa optimal
proses operasional pemerintah dalam mengonversi input menjadi output layanan
publik (Putri & Prasetyia, 2023). Selanjutnya, efisiensi alokatif berkaitan dengan
kemampuan pemerintah dalam menentukan kombinasi input yang paling tepat dan
hemat biaya sesuai dengan prioritas kebijakan serta struktur belanja publik,
sehingga alokasi anggaran dapat menghasilkan manfaat publik yang optimal.
Efisiensi alokatif menekankan pentingnya ketepatan penempatan sumber daya
antar sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, untuk mencapai

hasil pembangunan yang diharapkan (Putri & Prasetyia, 2023). Adapun efisiensi
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ekonomi merupakan konsep yang lebih komprehensif karena mencerminkan
ketercapaian efisiensi teknis dan efisiensi alokatif secara simultan, di mana
pemerintah tidak hanya mampu memaksimalkan output pelayanan publik, tetapi
juga melakukannya dengan biaya minimum. Dengan demikian, efisiensi ekonomi
menunjukkan tingkat kinerja pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan dan
sering digunakan sebagai indikator utama dalam evaluasi efektivitas dan
akuntabilitas belanja pemerintah daerah (Putri & Prasetyia, 2023).

Dengan demikian, efisiensi belanja daerah tidak hanya tergantung pada
besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas pengelolaan keuangan, perencanaan
program, dan integritas aparatur pemerintah daerah (Makaminang, 2019).
Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah kabupaten/kota Provinsi
Lampung tahun 2022, efisiensi belanja daerah menunjukkan tren yang bervariasi
antar sektor. Sektor pendidikan dan kesehatan relatif menunjukkan efisiensi yang
lebih tinggi karena pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas program. Namun, beberapa sektor seperti infrastruktur dan administrasi
publik masih menghadapi tantangan efisiensi akibat tumpang tindih program dan
keterlambatan pencairan dana (BPK RI, 2023). Penelitian Siregar (2020)
menekankan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di
Provinsi Lampung dipengaruhi oleh komposisi PAD dan kualitas perencanaan
anggaran. Daerah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung mampu menyalurkan
dana ke program yang produktif dan prioritas, sehingga meningkatkan efisiensi
pengeluaran. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah lebih bergantung pada dana
perimbangan, sehingga efisiensi cenderung dipengaruhi oleh ketepatan dan
akuntabilitas penggunaan transfer pusat. Selain itu, penerapan prinsip efisiensi
juga dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran dan evaluasi program secara
berkala dapat mengurangi pemborosan serta memastikan alokasi dana sesuai
dengan prioritas pembangunan.

Efisiensi belanja daerah memiliki implikasi penting terhadap
pembangunan daerah. Efisiensi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik, memperkuat stabilitas keuangan daerah, serta mendukung

pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, rendahnya efisiensi
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dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, penurunan kualitas pelayanan publik,
dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Makaminang,
2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efisiensi
belanja melalui strategi perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang
profesional, dan peningkatan integritas aparatur. Peningkatan efisiensi belanja
tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendorong terciptanya tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Perbaikan
Integritas terhadap Efisiensi Belanja Daerah”, peneliti perlu melakukan telaah
terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu
dijadikan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Penelitian oleh Hasan & Mahi (2021) berjudul “Pengaruh Perbaikan
Integritas terhadap Efisiensi Belanja Daerah” bertujuan untuk menguji
pengaruh integritas pemerintah daerah terhadap efisiensi belanja
pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan variabel indeks
pengelolaan anggaran, yang merupakan komponen Survei Penilaian
Integritas yang paling relevan dengan belanja daerah. Sampel terdiri
atas 74 kabupaten/kota di Indonesia dengan data tahun 2019. Variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai variabel kontrol
untuk menilai pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk
efisiensi belanja daerah. Analisis dilakukan menggunakan Data
Envelopment Analysis (DEA) dan regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa integritas dalam pengelolaan anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja
pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin rendah integritas suatu
pemerintah daerah, biaya penyelenggaraan pelayanan publik akan
meningkat dan proses pengelolaan anggaran menjadi kurang efisien.

2. Penelitian Sutrisno et al. (2023) berjudul “Pengaruh Integritas,
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Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga (BTT) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Barat” bertujuan untuk menganalisis pengaruh
integritas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan BTT.
Sampel penelitian terdiri atas 54 pegawai, dengan analisis
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pengelolaan BTT, dengan integritas sebagai
faktor yang paling dominan.

. Penelitian Arif & Nurdiansyah (2024) berjudul “Pengaruh Integritas
Aparatur Sebagai Variabel Moderat Terhadap Fraud Diamond Theory
dan Efektivitas Belanja Pemerintah di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kab. Takalar” bertujuan untuk menguji aspek-
aspek fraud diamond theory terhadap efektivitas belanja pemerintah
dengan integritas sebagai variabel moderasi. Sampel terdiri atas 70
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek fraud
diamond theory berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja
pemerintah, namun integritas mampu memperlemah pengaruh negatif
tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur,
khususnya bagi pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan
keuangan, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya efektivitas
belanja pemerintah.

. Penelitian Jaya (2024) berjudul “The Influence of Local Government
Integrity on Local Government Budget and its Implications for
Development” bertujuan menganalisis pengaruh integritas pemerintah
daerah terhadap pengelolaan APBD. Data sekunder diperoleh dari BPS,
SPI, dan catatan APBD kota/kabupaten di Indonesia tahun 2022.
Analisis dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial
Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
integritas pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan APBD,
meskipun efeknya relatif sedang. Integritas terbukti berperan penting

dalam mencegah korupsi dan meningkatkan keberlanjutan



pembangunan daerah.

. Penelitian Intiyas Utami et al. (2023) berjudul “Identification of the
Integrity Index in Local Governments in Java” bertujuan
mengeksplorasi indeks pengungkapan integritas dan mengidentifikasi
masalah melalui situs web pemerintah daerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan integritas pada situs web
pemerintah daerah di Jawa mencapai 64,83%.

. Penelitian Nursalam dan Syamsuddin (2020) menganalisis efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis laporan realisasi
anggaran. Pengukuran efisiensi belanja daerah dalam studi ini
dilakukan melalui rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara realisasi
belanja dan anggaran belanja, yang selanjutnya dievaluasi berdasarkan
kriteria efisiensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun tingkat efektivitas belanja Pemerintah Kota Makassar
cenderung meningkat dan berada pada kategori efektif hingga sangat
efektif, tingkat efisiensi belanja berdasarkan standar Kepmendagri
masih tergolong kurang efisien. Temuan ini mengindikasikan bahwa
realisasi belanja belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan sumber
daya yang optimal sesuai dengan pedoman efisiensi yang ditetapkan
oleh Depdagri.

. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Hidayat (2019)
bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran
belanja Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan laporan realisasi
anggaran. Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi belanja daerah
dilakukan menggunakan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara
realisasi belanja dan anggaran belanja, yang kemudian diinterpretasikan
dengan mengacu pada kriteria efisiensi yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.
Berdasarkan pedoman tersebut, efisiensi belanja diklasifikasikan ke

dalam kategori sangat efisien, efisien, cukup efisien, kurang efisien,
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dan tidak efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda secara umum berada
dalam kategori efisien menurut standar Kepmendagri, meskipun tingkat
efektivitasnya bervariasi antar tahun anggaran. Dengan demikian,
Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 berfungsi sebagai standar
normatif dalam menilai efisiensi belanja daerah secara absolut dalam

penelitian ini.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Integritas terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integritas terhadap
efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Integritas dalam konteks pemerintahan daerah mencakup komitmen terhadap
nilai-nilai etika, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam
pengelolaan anggaran publik (Liu & Luo, 2019). Ketika pemerintah daerah
memiliki integritas yang tinggi, pengelolaan anggaran cenderung lebih efisien
karena adanya pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran,
peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta optimalisasi penggunaan sumber
daya. Sebaliknya, rendahnya integritas dapat menyebabkan pemborosan dan
inefisiensi dalam belanja daerah. Jaya (2024) menegaskan bahwa integritas
pemerintah daerah yang tinggi meningkatkan pengelolaan APBD meskipun
dengan efek yang relatif sedang. Integritas memiliki peran penting dalam
mencegah korupsi dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Penelitian Hasan dan Mahi (2021) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia menunjukkan bahwa integritas dan tata kelola pemerintahan
berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Hasil serupa
juga ditunjukkan oleh Taufiq dan Rahman (2022) dalam Jurnal Tata Kelola dan
Akuntabilitas Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa peningkatan integritas
aparatur mampu menekan inefisiensi belanja publik. Dengan demikian, semakin
tinggi tingkat integritas pemerintah daerah, maka efisiensi belanja daerah

cenderung meningkat. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan integritas

46



aparatur berperan dalam mendorong penggunaan anggaran yang lebih optimal dan
tepat sasaran.
Hi: Integritas berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.
2.6.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama
pemerintah daerah yang diperoleh dari potensi lokal, seperti pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(Yulianah, 2018). Tingginya PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa terlalu
bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Thoha, 2024). Kondisi ini
memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan
anggaran secara lebih strategis, sehingga penggunaan dana lebih tepat sasaran dan
mengurangi pemborosan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi belanja
daerah. Selain itu, PAD yang memadai memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan belanja rutin maupun belanja modal, sehingga pemerintah daerah
dapat menyesuaikan pengeluaran dengan prioritas pembangunan yang bersifat
produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Prabowo, 2025).
Dengan kata lain, semakin tinggi PAD, semakin besar kemampuan pemerintah
daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam pengeluaran anggaran, baik
melalui pengendalian biaya, pemanfaatan sumber daya secara optimal, maupun
peningkatan kualitas pelayanan publik

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil terkait
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Hasan & Mabhi (2021) menyatakan bahwa meskipun PAD tidak
berhubungan signifikan dengan efisiensi belanja dalam beberapa studi, PAD tetap
merupakan sumber keuangan penting yang berpotensi mendukung efisiensi
pengelolaan anggaran daerah jika dikelola dengan baik. Putri & Darmayanti
(2019) menemukan bahwa peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan
peningkatan kinerja keuangan, karena pengelolaannya belum optimal. Sebaliknya,
Sari & Mustanda (2019) berpendapat bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah,
semakin baik kinerja keuangannya, menunjukkan kontribusi PAD terhadap

perbaikan indikator kinerja keuangan. Namun, Sri Mulyani & Wibowo (2017) di
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Jawa Tengah menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap
kinerja keuangan, menandakan bahwa tingginya PAD tidak selalu berbanding
lurus dengan efisiensi keuangan apabila pengelolaannya kurang optimal.
Penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2020) dalam Jurnal Akuntansi
Multiparadigma menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap efisiensi belanja
daerah, namun arah pengaruhnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan
keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan
sebagai berikut.

Ha: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap efisiensi belanja daerah.

2.6.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Efisiensi Belanja Daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pendanaan utama bagi sebagian
besar pemerintah daerah dan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal
antarwilayah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Takahata, Dartanto, &
Khoirunurrofik, 2021). Mekanisme alokasi dana perimbangan memengaruhi
perilaku pembiayaan daerah karena sebagian transfer bersifat tidak kondisional
(mis. DAU) sementara sebagian lain bersifat kondisional atau berbasis hasil (mis.
DAK dan DBH), sehingga masing-masing jenis transfer berimplikasi berbeda
terhadap prioritas belanja daerah. (Saptono & Mahmud, 2023). Namun, efek dana
perimbangan terhadap efisiensi belanja tidak otomatis positif; beberapa studi
menemukan hasil yang bergantung pada desain transfer, kapasitas pengelolaan
daerah, dan penggunaan belanja modal versus belanja rutin. (Sinaga, 2023;
Ratnasari, 2022). Secara empiris, transfer yang lebih bersifat kondisional atau
yang disertai mekanisme akuntabilitas cenderung meningkatkan efisiensi belanja
karena mengarahkan pengeluaran ke proyek yang terukur dan sesuai tujuan,
sedangkan transfer yang sepenuhnya tidak bersyarat dapat menciptakan insentif
untuk belanja kurang produktif bila tidak disertai pengawasan. (Saptono &
Mahmud, 2023; Hartadi, 2022). Beberapa penelitian Indonesia menunjukkan
bahwa kinerja keuangan dan efisiensi daerah membaik ketika dana perimbangan
dipadukan dengan penguatan kapasitas perencanaan anggaran dan belanja modal
yang tepat sasaran. (Sinaga, 2023).

Temuan lain mengindikasikan bahwa dana perimbangan, khususnya DAK
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yang bersifat program, sering kali mendorong belanja modal yang terarah dan
terukur, sehingga berpotensi memperbaiki rasio efisiensi belanja apabila
implementasinya diawasi dan disinergikan dengan prioritas lokal. (Ratnasari,
2022). Adapun efek “crowding-in” atau “crowding-out” terhadap pendapatan asli
daerah dan upaya efisiensi juga tercatat; beberapa studi menemukan bahwa DAU
yang memadai justru mendorong peningkatan penegakan pajak daerah sementara
jenis transfer lain tidak selalu demikian. (Saptono & Mahmud, 2023).

Oleh karena itu, kebijakan yang mereformasi mekanisme alokasi (mis. formula
DAU, kriteria DAK, pengawasan DBH) dan sekaligus memperkuat kapasitas
pengelolaan anggaran daerah dianggap penting untuk memaksimalkan kontribusi
dana perimbangan terhadap efisiensi belanja. (Takahata et al., 2021; Sinaga,
2023). Singkatnya, dana perimbangan berpotensi meningkatkan efisiensi belanja
pemerintah daerah apabila desain transfer, persyaratan akuntabilitas, dan kapasitas
pemerintah daerah diselaraskan; sebaliknya tanpa pengawasan dan kapasitas yang
memadai, transfer dapat mengurangi insentif efisiensi. (Saptono & Mahmud,
2023; Ratnasari, 2022).

Penelitian Putri & Darmayanti (2019) menunjukkan bahwa dana
perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita, Provinsi Bali, tahun
2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang
diterima pemerintah daerah, semakin tinggi ketergantungan terhadap pemerintah
pusat, sehingga kemampuan daerah dalam menggali potensi sendiri menurun.
Temuan serupa disampaikan oleh Budianto & Alexander (2016) dan Alfarisi
(2015), yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja keuangan karena peningkatan ketergantungan pada
pemerintah pusat mengurangi kemandirian daerah. Berdasarkan penelitian
terdahulu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

Hs: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi belanja daerah.
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2.7 Model Penelitian

Model penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada pengaruh antara
integritas dan efisiensi belanja daerah, dengan mempertimbangkan berbagai
variabel yang dapat mempengaruhi efisiensi tersebut. Penelitian ini mengacu pada
model yang dikembangkan oleh Hasan & Mahi (2021), yang menemukan bahwa
tingkat integritas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran berkontribusi
secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi belanja daerah. Model ini
berangkat dari asumsi bahwa semakin tinggi transparansi, akuntabilitas, serta
profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin efisien pula
penggunaan anggaran yang tersedia. Dalam penelitian ini, integritas diukur
berdasarkan skor SPI yang mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan
kejujuran dalam proses pengelolaan belanja daerah Sementara itu, efisiensi
belanja daerah dihitung menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA),
yang mengukur efisiensi relatif dari penggunaan anggaran di berbagai daerah
berdasarkan input dan output yang dihasilkan. /nput dalam analisis ini mencakup
jumlah realisasi belanja daerah, sedangkan outpumya adalah indikator
keberhasilan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam kajian efisiensi belanja pemerintah daerah, pendekatan yang umum
digunakan adalah rasio efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang mengukur efisiensi
berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja, kemudian
diklasifikasikan ke dalam kategori sangat efisien hingga tidak efisien. Pendekatan
ini memiliki keunggulan dari sisi kemudahan perhitungan dan kesesuaian dengan
praktik pengelolaan keuangan daerah, sehingga banyak digunakan dalam
penelitian akuntansi sektor publik. Namun, pengukuran efisiensi berdasarkan
Kepmendagri tersebut bersifat absolut dan satu dimensi, serta belum
mempertimbangkan variasi struktur input dan output antar pemerintah daerah,
sehingga belum mampu menggambarkan efisiensi relatif dalam pengelolaan
belanja daerah. Sebaliknya, Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan
pendekatan non-parametrik yang mengukur efisiensi relatif antar unit

pengambilan keputusan (decision making units) dengan mempertimbangkan
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secara simultan berbagai input dan output. Penggunaan DEA memungkinkan
pemisahan antara efisiensi teknis dan efisiensi skala melalui asumsi constant
returns to scale (CRS) dan variable returns to scale (VRS), sehingga sumber
ketidakefisienan belanja daerah dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif.
Oleh karena itu, dibandingkan dengan pendekatan rasio efisiensi berbasis
Kepmendagri, DEA dinilai lebih tepat untuk menganalisis efisiensi belanja
pemerintah daerah secara komparatif dan multidimensi. Atas dasar pertimbangan
tersebut, penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)
sebagai alat ukur efisiensi belanja pemerintah daerah.

Model penelitian ini mempertimbangkan beberapa variabel independen
yang dapat mempengaruhi antara integritas dan efisiensi belanja daerah. Variabel
yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah Dana
Perimbangan. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi dan demografi dapat
mempengaruhi tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah. Berikut gambar model

penelitian ini:

[ Integritas (X1)

p
Pendapatan Asli Daerah Efisiensi Belanja Daerah
(X2) (Y)
-
4 N\
Dana Perimbangan (X3)
G J

Gambar 2. 1. Model Penelitian
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada
pengujian hipotesis melalui analisis data numerik yang bersumber dari data
sekunder. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk dapat mengukur
hubungan antar variabel secara objektif dan terukur menggunakan metode
statistik. Jenis penelitian asosiatif dipilih karena bertujuan untuk mengetahui
hubungan dan pengaruh antara beberapa variabel yang diteliti.

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh
integritas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan terhadap
efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Melalui
penelitian asosiatif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman empiris mengenai
sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen secara parsial
maupun simultan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan
kondisi variabel secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan arah dan kekuatan
hubungan antar variabel menggunakan alat analisis statistik seperti Data

Envelopment Analysis (DEA) dan regresi linier berganda.

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Kothari (2015), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar kesimpulan. Populasi dalam
penelitian ini mencakup 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. Pemilihan
sampel menggunakan metode purposive sampling, karena penelitian terbatas pada
kabupaten dan kota yang menjadi sampel dalam SPI. Sampel dipilih berdasarkan
kriteria khusus, yaitu:



1. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang menjadi responden
dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Sampel penelitian diambil dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang
telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan valid oleh pihak berwenang.

3. Sampel adalah LKPD kabupaten/kota dalam tahun 2021-2024 yang telah
diterbitkan.

Metode ini memastikan bahwa sampel yang digunakan representatif dan

data yang diperoleh lengkap serta relevan dengan tujuan penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder menurut
Sugiyono (2020). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Kothari, 2015). Data
sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi lembaga pemerintah,
yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung tahun 2021-2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

2. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diterbitkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
tahun 2021 — 2024.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai variabel penelitian, baik
dengan memberikan makna maupun dengan menetapkan prosedur pengukuran
dan observasi sesuai fakta yang sebenarnya. Tujuan definisi operasional adalah

menjelaskan arti masing-masing variabel dalam konteks teori dan penelitian
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yang relevan. Menurut Kothari (2015), variabel adalah setiap aspek yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang variabel
tersebut dapat diperoleh dan digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.
Operasionalisasi variabel dilakukan dengan menentukan jenis variabel, indikator
yang relevan, serta skala pengukuran untuk masing-masing variabel dalam
penelitian ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh integritas (Xi), Pendapatan
Asli Daerah atau PAD (Xz), dan dana perimbangan (Xs) sebagai variabel
independen terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah (Y) sebagai variabel
dependen.

Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam penelitian ini
digambarkan sebagai berikut: integritas diharapkan berpengaruh positif terhadap
efisiensi belanja daerah, karena tingkat integritas yang tinggi mencerminkan
pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan
prinsip good governance (Santoso & Sulisnaningrum, 2024). Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berperan sebagai sumber utama pembiayaan daerah yang dapat
meningkatkan efisiensi fiskal apabila dikelola secara produktif dan berorientasi
pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Hariani & Widyawati, 2020;
Wibisono, Suprayitno, & Nur, 2024; Amua, Niswatin, & Yusuf, 2023).
Sementara itu, dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan mampu
mendukung pemerataan fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran; namun,
beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana
transfer justru dapat menurunkan efisiensi dan kemandirian daerah (Wang &
Liu, 2017; Khoirunisa & Sulaeman, 2023; Chusnah, 2014).

Untuk menguji hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan
pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) guna mengukur tingkat
efisiensi belanja pemerintah daerah, serta analisis regresi linier berganda untuk
mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen (Yanti & Kustiani, 2023; Syahira & Nurlaila, 2023). Dengan
demikian, desain konseptual penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arah,
bentuk, dan kekuatan hubungan antar variabel secara empiris dan terukur.
Berikut disajikan definisi operasional variabel yang digunakan dalam

penelitian:
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Tabel 3. 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator

gl tzgztas (XD) zlsztiil;z%:ghan Skor Survei Penilaian
paya par o Integritas (SPI) KPK

pemerintah menjalankan prinsip

dalam moral, transparansi, e Transparansi

menlngkatk'an dan anti korupsi e Integritas dalam

transpargpsu pelaksanaan tugas

akuntabilitas,

dan pencegahan
korupsi dalam
proses
pengelolaan
keuangan

Diukur melalui
indeks integritas
(KPK). Dimana,
semakin tinggi nilai
MCP, maka semakin

e Pengelolaan PBJ
e Pengelolaan SDM
e Pengelolaan Anggaran

e Intervensi eksternal

‘Fmggl 'tlngkat untuk pemberian izin
Integritas yang
dicapai. e Sosialisasi anti-korupsi
Skor SPI skala 1-100
Efisiensi Belanja  Tingkat efektivitas Skor efisiensi teknis DEA
(Y) penggunaan belanja  skala 0-1
Kemampuan daerah dalam
pemerintah menghasilkan output  Skor efisiensi yang diperoleh
dalam pembangunan. melalui perhitungan Data
mengalokasikan Envelopment Analysis (DEA)
anggaran belanja dengan input (realisasi belanja)
seminimal dan output (IPM).
mungkin
Pendapatan Asli ~ Terdiri dari pajak, Nilai realisasi PAD dalam
Daerah (PAD) retribusi, hasil LKPD.
(X2) pengelolaan
Seluruh kekayaan  daerah,
pendapatan yang  dan lain-lain
diperoleh daerah  pendapatan  yang
dari pemerintah sah
daerahnya
sendiri
Dana Diukur berdasarkan  Total realisasi Dana Alokasi
Perimbangan jumlah dana  Umum (DAU), Dana Alokasi
(DP) perimbangan dalam  Khusus (DAK), dan Dana Bagi
(X3) satu tahun anggaran ~ Hasil (DBH).
Dana dari APBN
yang
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dialokasikan ke
daerah

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan informasi melalui dokumen-
dokumen yang tersedia (Kothari, 2015). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka.
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan
dengan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi skor Survei Penilaian
Integritas (SPI), nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), total dana
perimbangan, serta data indikator efisiensi belanja daerah. Data tersebut diperoleh
dari laporan resmi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan penelitian.

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, baik
berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-
undangan, maupun dokumen akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.
Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperkuat landasan teoritis serta
memahami hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan integritas,
PAD, dana perimbangan, dan efisiensi belanja pemerintah daerah. Seluruh data
yang diperoleh melalui kedua metode tersebut kemudian dikompilasi, diverifikasi,
dan diolah untuk mendukung analisis kuantitatif menggunakan metode Data

Envelopment Analysis (DEA) serta uji regresi linier berganda.
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3.6. Metode Analisis Data

Secara umum, teknik pengukuran efisiensi dapat dibedakan menjadi dua
bentuk, yaitu teknik parametrik yang berbasis regresi menggunakan estimator
tertentu dan teknik nonparametrik yang memanfaatkan estimator pemrograman
matematis. Kedua teknik ini pada prinsipnya bertujuan menghasilkan ukuran
efisiensi yang dapat menggambarkan kinerja suatu unit secara objektif. Dalam
konteks penelitian ini, pemilihan metode perlu disesuaikan dengan karakteristik
data dan tujuan analisis, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu
memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Sebagai
langkah awal, penyusunan dan pengelolaan data dilakukan untuk menafsirkan
informasi secara lebih sistematis sehingga data yang diperoleh dapat
disederhanakan, dipahami, dan dianalisis secara lebih efektif. Proses ini menjadi
landasan penting bagi penentuan teknik analisis yang digunakan, karena kualitas
interpretasi sangat bergantung pada ketepatan pengolahan data (Irfan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan
analisis data secara simultan. Pertama, model statistik nonparametrik Data
Envelopment Analysis (DEA) yang dioperasikan melalui perangkat lunak Data
Envelopment Analysis Program (DEAP) digunakan untuk mengukur tingkat
efisiensi. Kedua, model statistik parametrik berupa regresi linier berganda yang
diterapkan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap
efisiensi, baik secara simultan maupun parsial. Kombinasi kedua pendekatan
tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai hubungan antar variabel serta tingkat efisiensi yang menjadi fokus

penelitian.

3.6.1. Data Envelopment Analysis

Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA),
yaitu sebuah pengelolaan data berupa input dan output, hal ini digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah. Data dari variabel input
dan output tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam formulasi DEA untuk

memperoleh nilai efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut. Data Envelopment
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Analysis (DEA) merupakan metode yang telah terstandarisasi sebagai alat untuk
pengukuran kinerja suatu aktivitas unit, dimana proses pengolahannya
menggunakan perangkat lunak Data Envelopment Analysis (Computer) Program
(DEAP) (Liu & Luo, 2019). Selain itu peneliti juga menggunakan perangkat lunak
Ms. Excel sebagai perangkat pendukung.

Menurut Hadad ef al. (2003), pendekatan DEA menghasilkan production
frontier. Production Frontier merupakan garis yang mewakili tingkat kinerja
terbaik (paling efisien) yang dicapai oleh Decision Making Unit (DMU). DMU
yang terletak di atas garis frontier memiliki skor 1 atau 100% yang artinya efisien,
sedangkan DMU yang berada di bawah garis memiliki skor < 1 yang berarti
inefisien. DEA memiliki beberapa keuntungan relatif dibandingkan dengan teknik
parametrik. Pertama, dalam mengukur efisiensi, DEA mengidentifikasi unit yang
digunakan sebagai benchmark yang dapat membantu mencari penyebab dari
ketidakefisienan (Irfan, 2022). Kedua, Makmun (2002) dan Kantabutra (2009)
menyatakan bahwa DEA dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki analisis rasio
dan regresi berganda.

Fleksibilitas model DEA memperhatikan nilai manajerial yang dimiliki
sehingga menjadikannya sebagai teknik yang paling sering digunakan dalam
menilai kinerja secara umum dan tingkat efisiensi secara khusus dalam sektor
publik. Makmun (2002) menguraikan sejumlah nilai manajerial DEA, yaitu:
pertama, DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap Unit Kegiatan Ekonomi, relatif
terhadap UKE yang lain dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan
seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan
merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua,
jika suatu UKE kurang efisien, DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki
efisiensi sempurna dan seperangkat angka pengganda yang dapat digunakan oleh
manajer untuk menyusun strategi perbaikan. Analisis regresi berganda dapat
menghasilkan ukuran efisiensi untuk setiap UKE namun angka efisiensi tersebut
adalah relatif terhadap kinerja rata-rata, bukan terhadap kemungkinan kinerja

terbaik. Dua model yang sering digunakan dalam pendekatan DEA, yaitu :
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1. Constant Return to Scale (CRS)

Dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978. Hasil
perhitungan DEA dengan pendekatan CRS ini disebut juga dengan efisiensi
keseluruhan (overall efficiency) dengan asumsi variabel input dan output konstan.
Yang dimaksud dengan asumsi CRS adalah bahwa perubahan proporsional pada
semua tingkat input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada
tingkat output (misalnya penambahan 1 persen input menghasilkan penambahan 1
persen output). Asumsi Constant Return to Scale (CRS) menyatakan bahwa skala
penyedia layanan publik tidak mempengaruhi efisiensi. Pada Constant Return to
Scale (CRS) efisiensi teknis perbankan diukur dengan menghitung rasio antara
output dengan input perbankan. Adapun rumus CRS menurut (Utami et al., 2021),
Max O (Efisiensi DMU Model Max © (Efisiensi DMU Model CRS) sebagai
berikut:

2= 1xij'ij 2 6i0nj

2 =1lyrjjnj 2 yi0

2=1;20nj
Di mana:
i=1,2,...m
r=1,2,...,s
i=1,2,.,n

O = efisiensi teknis (CRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

xij = jumlah input tipe ke-i dari DMU ke-j

yrj = jumlah output tipe ke-r dari DMU ke-j
2. Variable Return to Scale (VRS)

Dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper pada tahun 1984. Hasil
perhitungan DEA dengan pendekatan VRS disebut juga dengan efisiensi teknik
(technical efficiency) dengan asumsi variabel input dan output berubah (variable).
Yang dimaksud dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS) adalah bahwa

semua unit yang diukur akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat
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output dan adanya anggapan bahwa integritas dapat mempengaruhi efisiensi.

Adapun rumus VRS menurut (Utami ef al., 2021), sebagai berikut:

2xj=1nj=1

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan Max (Efisiensi

DMU Model VRS) berikut:

2 =1xij'ij 2 xi0nji=1,2,..,m
2=1yrj’j 2yi0njr=1.2,..,j
2=1j21nj(VRS)
2=17520nj
Dimana;
j=1,2,..,n
O = efisiensi teknis (VRS)
n = jumlah DMU
m = jumlah input
s = jumlah output
xij = jumlah input ke-i dari DMU ke-j
yrj = jumlah output ke-r dari DMU
ke-j ‘j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung
Berikut model Data Envelopment Analysis (DEA):
Variabel Output:
vartabel fnput Proses Induksi IPM
Belanja Dacrah Pertumbuhan Ekonomi
Jumlah Penduduk Non-
Miskin

Gambar 3. 1. Model Data Envelopment Analysis (DEA)
Sumber: Hasan & Mahi (2021)

Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)

untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah. Dalam pengujian

DEA, penelitian ini hanya menggunakan asumsi Variable Returns to Scale (VRS).

Pemilihan model VRS berdasarkan karakteristik pemerintah daerah yang memiliki

skala operasi dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Model VRS
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mengasumsikan bahwa peningkatan input tidak selalu menghasilkan peningkatan
output secara proporsional. Dengan kata lain, perubahan input dapat
menghasilkan increasing returns to scale atau decreasing returns to scale,
tergantung pada kondisi masing-masing unit pengambilan keputusan (Decision
Making Unit/DMU). Asumsi ini dinilai lebih realistis untuk menggambarkan
kinerja pemerintah daerah, mengingat adanya perbedaan luas wilayah, jumlah
penduduk, kapasitas fiskal, dan kemampuan manajerial antar daerah (Banker,
Charnes, & Cooper, 1984).

Penggunaan model VRS memungkinkan pengukuran efisiensi yang lebih
menekankan pada efisiensi teknis murni (pure technical efficiency), yaitu efisiensi
yang berasal dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola input menjadi
output, tanpa dipengaruhi oleh faktor skala. Hal ini penting karena
ketidakefisienan belanja daerah tidak selalu disebabkan oleh ukuran daerah yang
terlalu besar atau terlalu kecil, tetapi dapat berasal dari aspek pengelolaan
anggaran dan tata kelola. Selain itu, pemilihan model VRS juga relevan dengan
konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, di mana pemerintah daerah tidak
beroperasi pada skala yang optimal dan berada di bawah keterbatasan struktural
tertentu (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Oleh karena itu, penggunaan model
VRS dianggap lebih tepat dibandingkan model Constant Returns to Scale (CRS),
yang mengasumsikan bahwa seluruh pemerintah daerah beroperasi pada skala
yang efisien dan seragam. Penelitian Siregar dan Pratiwi (2017) serta Setyowati
dan Solihin (2023) menemukan bahwa penggunaan DEA VRS menghasilkan
pengukuran efisiensi yang lebih akurat dibandingkan model CRS, khususnya
dalam menilai kinerja belanja daerah pada era desentralisasi fiskal. Dengan
demikian, penggunaan DEA VRS dalam penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang lebih valid mengenai efisiensi belanja pemerintah

daerah.

3.6.2. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif statistik merupakan metode yang digunakan untuk
menyajikan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis, tanpa

bertujuan untuk menarik kesimpulan umum atau melakukan generalisasi. Metode
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ini memungkinkan peneliti memahami karakteristik data secara menyeluruh
melalui penyajian dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, serta
perhitungan ukuran pemusatan dan penyebaran data, seperti modus, median,
mean, persentase, dan standar deviasi (Kothari, 2015). Dengan demikian, analisis
deskriptif memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi variabel yang

diteliti sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

3.6.3. Uji Asumsi Klasis
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual (selisih antara
nilai observasi dan nilai prediksi) dalam model regresi berdistribusi normal.
Distribusi residual yang normal merupakan syarat penting agar uji statistik seperti
uji t dan uji F dapat memberikan hasil yang valid. Uji normalitas dapat dilakukan
dengan menggunakan uji Ko/mogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, atau dengan
melihat grafik histogram dan normal probability plot dari residual (Ghozali,
2018).
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan
linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat
dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF
lebih dari 10, maka terdapat indikasi adanya multikolinearitas yang signifikan di
antara variabel independen (Ghozali, 2018).
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas mengacu pada variabilitas residual yang tidak konstan
pada model regresi. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas, dapat digunakan
uji Glejser atau Breusch-Pagan. Jika terdapat pola tertentu dalam plot residual,
maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya,
jika residual tersebar secara acak, model dapat dianggap bebas dari masalah ini
(Ghozali, 2018).
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan
antar residual dalam model regresi. Uji Durbin-Watson (DW) dapat digunakan

untuk mengujinya. Nilai DW di antara 1,5 hingga 2,5 menunjukkan bahwa
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tidak ada autokorelasi. Jika nilai DW di bawah 1,5 atau di atas 2,5, maka

terdapat indikasi adanya autokorelasi (Ghozali, 2018).

3.7 Uji Hipotesis
3.7.1 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel
dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas)
dengan tujuan untuk mengestimasikan atau memprediksi rata-rata variabel
dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis
regresi linier berganda (Multiple Linear Regression analysis) digunakan untuk
menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel
dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam persamaan linier.
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai
variabel-variabel dependen akibat pengaruh dari nilai variabel independen.
Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel
independen, pengaruh kedua variabel tersebut disebut analisis regresi
berganda.

Dalam menyusun model regresi, penelitian ini menggabungkan
beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu
penelitian dari (Hasan & Mahi, 2021). Untuk menguji pengaruh integritas
terhadap efisiensi, persamaan yang digunakan adalah:

Y =B0 + BIX1 + B2X2 + B3X3 + ¢

Y : Efisiensi skala pemerintah daerah (skala 0-1)
X1 : Integritas

X2 : Jumlah Pendapatan Asli Daerah

X3 : Jumlah Dana Perimbangan

Bo : Konstanta

Bi—Ps : Koefisien regresi

E : eITor.
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3.7.2 Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.3  Ujif (Simultan)

Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikansi model
regresi secara keseluruhan. Tujuan dari uji F adalah untuk menentukan apakah
setidaknya satu dari variabel independen yang dimasukkan dalam model
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu efisiensi belanja
pemerintah daerah. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung yang
dihasilkan dari analisis regresi dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi yang
sama, biasanya 0,05. Jika nilai p-value dari uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, yang berarti
bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model dapat
menjelaskan variasi dalam efisiensi belanja (Field, 2013). Hasil dari uji F ini
sangat penting karena memberikan validitas pada model yang dibangun, serta
menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara kolektif dapat

diandalkan dalam menjelaskan efisiensi belanja pemerintah daerah.

3.7.4 Ujit (parsial)

Uji t merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam
penelitian ini untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari masing- masing
variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu efisiensi belanja
pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, uji t bertujuan untuk
menentukan apakah variabel-variabel seperti Indeks Pengelolaan Anggaran (IPA),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DP) memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap efisiensi belanja. Uji t dilakukan dengan

membandingkan nilai t-hitung yang diperoleh dari analisis regresi dengan nilai t-
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tabel pada tingkat signifikansi tertentu 0,05. Jika nilai p-value dari uji t lebih kecil
dari 0,05, maka koefisien regresi dianggap signifikan, yang menunjukkan bahwa
variabel tersebut berkontribusi secara signifikan dalam mempengaruhi efisiensi
belanja pemerintah daerah (Gujarati & Porter, 2009). Dengan demikian, uji t
memberikan informasi penting mengenai kekuatan dan arah pengaruh masing-

masing variabel independen dalam model regresi yang dibangun.
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5.1.

V.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa

1.

Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil pengujian
regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel integritas yang
diproksikan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi belanja daerah. Temuan ini
mengindikasikan bahwa tingkat integritas aparatur pemerintah daerah
belum secara langsung tercermin dalam kemampuan daerah untuk
mengelola belanja secara efisien. Efisiensi belanja yang diukur
menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) lebih dipengaruhi oleh
aspek teknis pengelolaan anggaran dan struktur belanja dibandingkan oleh
aspek perilaku dan nilai integritas semata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, semakin efisien
pemerintah daerah dalam mengelola belanja publik. PAD memberikan
insentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan
anggaran karena efisiensi belanja berkaitan langsung dengan keberlanjutan
kapasitas fiskal daerah.

Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi
belanja pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa
ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat
cenderung menurunkan efisiensi belanja. Ketergantungan tersebut
berpotensi melemahkan akuntabilitas fiskal dan mengurangi dorongan

pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara efisien dan produktif.



5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, adapun keterbatasan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran integritas belum sepenuhnya terhubung langsung dengan kinerja
pengelolaan belanja daerah. Indikator integritas yang digunakan dalam
penelitian ini masih bersifat agregat dan normatif, sehingga belum
sepenuhnya mencerminkan perilaku aparatur pemerintah daerah dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian belanja. Keterbatasan ini
berpotensi menyebabkan pengaruh integritas terhadap efisiensi belanja daerah
belum terdeteksi secara signifikan dalam hasil pengujian..

2. Perbedaan Kondisi dan Karakteristik Daerah yang Sulit Diseragamkan
Kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki karakteristik yang berbeda,
seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat urbanisasi, dan kondisi
geografis. Perbedaan kondisi tersebut memengaruhi kebutuhan belanja dan
capaian kinerja masing-masing daerah. Dalam penelitian ini, perbedaan
karakteristik tersebut belum sepenuhnya dapat dikontrol, sehingga dapat
memengaruhi hasil pengukuran efisiensi belanja daerah.

3. Potensi Perbedaan Kebijakan dan Prioritas Belanja Antar Daerah
Meskipun berada dalam satu wilayah administratif, setiap kabupaten/kota di
Provinsi Lampung memiliki kebijakan dan prioritas belanja yang berbeda
sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah masing-masing.
Perbedaan prioritas tersebut berpotensi memengaruhi alokasi dan efektivitas
penggunaan belanja daerah, sehingga hasil pengukuran efisiensi belanja
daerah belum sepenuhnya mencerminkan keseragaman tujuan pembangunan

antar daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah
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Sejalan dengan teori keagenan dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah
sebagai agen diharapkan mampu mengelola sumber daya publik secara efisien
dan akuntabel. Namun, keterbatasan penelitian ini menunjukkan masih
adanya ketidakseragaman struktur belanja, perbedaan karakteristik daerah,
serta perbedaan prioritas kebijakan belanja antar kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja dengan
memperkuat penyelarasan antara alokasi anggaran dan tujuan pembangunan
daerah. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengurangi ketergantungan
pada belanja rutin dan meningkatkan proporsi belanja yang berorientasi pada
output dan outcome. Hal ini sejalan dengan konsep penganggaran berbasis
kinerja yang menekankan efisiensi penggunaan anggaran melalui pencapaian
hasil yang terukur. Dengan perencanaan belanja yang lebih terarah dan
terukur, perbedaan struktur belanja antar daerah dapat diminimalkan dan
efisiensi belanja daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain itu,
pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah
dalam penyusunan prioritas belanja agar kebijakan yang diambil tidak hanya
menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan
kebutuhan riil dan karakteristik wilayah masing-masing. Upaya ini
diharapkan dapat mengurangi disparitas kebijakan belanja dan mendorong
penggunaan anggaran yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

. Bagi penelitian selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan pengukuran efisiensi belanja daerah dengan
mempertimbangkan indikator output dan outcome yang lebih beragam dan
mencerminkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan indikator yang lebih
komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran efisiensi belanja
daerah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif sesuai dengan
tujuan pembangunan daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk
mempertimbangkan perbedaan karakteristik daerah dengan memasukkan
variabel kontrol, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat urbanisasi,

atau kondisi sosial ekonomi daerah. Pendekatan ini sejalan dengan teori
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desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya karakteristik lokal dalam
menentukan kebijakan dan kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya juga
dapat mengkaji lebih lanjut hubungan antara integritas, sumber pendapatan
daerah, dan efisiensi belanja dengan menggunakan pendekatan atau metode
analisis tambahan untuk memperkaya perspektif penelitian. Dengan
demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi belanja

daerah serta mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih efektif.
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